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ABSTRAK 
Nuryamin (E21111282), Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD 
Kantor Samsat Makassar, xvii + 86 Halaman + 4 Gambar + 2 Tabel + 16  
Pustaka (1989-2015) + 5 Lampiran + Dibimbing Oleh Suratman dan Badu 
Ahmad 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan 
untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak memiliki 
andil yang cukup besar sebagai pilar yang menopang PAD tiap kabupaten/kota. 
Makassar yang menjadi pintu gerbang ekonomi Indonesia Timur tentunya memiliki 
PAD yang cukup tinggi dibanding daerah lainnya. Sistem Administrasi Manunggal 
Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara 
POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam 
pelayanan untuk menertbitkan STNK dan Tanda Kendaraan Bermotor (TNKB). 
Keberadaan Kantor SAMSAT di Kota Makassar saat ini merupakan salah satu 
bukti tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan 
pelayanan publik.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
inovasi pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan berbasis elektronik  di Kantor 
SAMSAT Makassar. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk 
memperoleh data (data primer dan data sekunder) melalui teknik pengumpulan 
data dalam bentuk observasi dan wawancara kepada narasumber yang terkait. 
Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan serangkaian teknik 
atau metode, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
(verifikasi).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak kendaraan 
bermotor berbasis elektronik (e-payment) di Kantor Samsat Makassar merupakan 
program baru yang dicanangkan oleh Dispenda Kota Makassar melalui UPTD 
Kantor Samsat.  Data menunjukkan bahwa program tersebut baru berjalan selama 
beberapa bulan, sehingga dengan demikian masih banyak kendala yang dihadapi 
oleh pihak Samsat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya 
anggaran yang digunakan dalam mengimplementasikan program tersebut. Selain 
itu, paradigma masyarakat yang masih bersifat tradisional dalam menyikapi e-
payment menjadi tantangan tersendiri dalam mengubah pandangan masyarakat 
menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. 
Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan, Pajak 
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UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 
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ABSTRACT 
Nuryamin (E21111282), the Innovation UNIT for motor vehicle Tax Services 
Office Samsat Makassar, xvii + 86 Pages + Images + 2 4 + 16 Table Library 
(1989-2000) + 5 Attachments + guided by Suratman and Badu Ahmad 
Tax is one of the State's acceptance of the sources that were used to carry 
out the construction for the whole people of Indonesia. Taxes have a considerable 
role as pillars that sustain the PAD each kabupaten/kota. Makassar that become 
the gateway of eastern Indonesia's economy certainly has a PAD that is quite high 
compared to other areas. One-stop Corporate Administration System (SAMSAT) 
is a system of integrated cooperation between police, Department of Revenue of 
the province, and PT Jasa Raharja (Persero) in service for VEHICLE 
REGISTRATION and Sign menertbitkan motor vehicles (TNKB). The existence of 
the Office of SAMSAT in Makassar City currently is one of the proof of the 
responsibility of the Government in improving and developing public services. 
The purpose of this research is to find out and describe the implementation 
of innovation-based electronic vehicle tax service office in Makassar SAMSAT. In 
this study uses qualitative methods to obtain data (primary data and secondary 
data) via the data collection techniques in the form of observation and interviews 
to the associated resource. Further data obtained processed by using a series of 
techniques or methods, namely the reduction of the data, the presentation of data, 
and the withdrawal of the conclusion (verification). 
The results of this research show that the Ministry of the electronic-based 
motor vehicle tax (e-payment) in the Office of the new program was Macassar 
Samsat initiated by Dispenda Makassar City via Samsat Office UNIT. The data 
shows that the new program running for some months, and thus there are still many 
obstacles faced by the Samsat. One of the obstacles faced was still the limited 
budget that is used in implementing the program. In addition, the paradigm of a 
society that still are traditional in addressing e-payment into its own challenges in 
changing the views of the public face of the advancement of information and 
communication technology at the moment. 
Keywords: Innovation, Service, Taxes. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.I Latar Belakang 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas 
daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak 
dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk 
meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk 
menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan 
biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai 
salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban 
kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur 
dengan undang-undang. 
Tuntutan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 
memerlukan pembiayaan yang semakin besar pula. Hal ini berarti bahwa usaha 
pencarian dan penggalian sumber-sumber dana harus digiatkan dan lebih 
ditingkatkan lagi, khususnya dana yang bersumber dari dalam negeri, dimana 
dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap daerah yang ada. (Yani 
2002:46). Peningkatan aktivitas pembangunan nasional dan daerah tidak terlepas 
dari usaha-usaha untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui 
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pendapatan Pajak 
Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD dan 
Investasi Lainnya, serta pendapatan lainnya yang sah. 
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Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan 
untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut 
dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat 
dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya 
dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran 
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. 
Berdasarkan APBD tahun 2011 sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin 
besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah dan pembangunan daerah. Peran pajak sangatlah penting bagi 
penerimaan kas Negara. 
Selain itu pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah 
satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan 
pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga 
merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai 
pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), 
pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan 
pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan 
dan belanja daerah adalah pajak daerah. Menurut Kesit (2005:2) “pajak daerah 
adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
pembangunan daerah”.  
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Adapun pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi 
maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Jenis 
pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 
2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok; 
Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan 
Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; 
Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Pajak memiliki andil yang cukup besar sebagai pilar yang menopang PAD 
tiap kabupaten/kota. Makassar yang menjadi pintu gerbang ekonomi Indonesia 
Timur tentunya memiliki PAD yang cukup tinggi dibanding daerah lainnya. Adapun 
realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada tahun 2013 
mencapai angka Rp 619,59 miliar dan melampaui target dari Rp 569,72 miliar. 
Menurut penuturan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto 
persentase target PAD ditahun itu melebihi target dengan mencapai 108 persen 
(beritasatu.com). 
Adapun rincian dari PAD tersebut untuk retribusi daerah teralisasi sebesar 
Rp 79,65 miliar lebih dari target sebesar Rp 86,77 miliar atau dengan persentase 
sekitar 91,79 persen dan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
terealisasi Rp 6,35 miliar lebih dari target sebesar Rp6,97 persen. Sedangkan 
pada pendapatan lain-lainnya, seperti pendapatan yang sah dan terealisasi 
sebesar Rp 14,87 miliar lebih dari target sebesar Rp 15,41 miliar lebih atau sekitar 
96,54 persen. Sementara dana perimbangan yang terealisasi ini lebih besar dari 
target yakni Rp 2,28 triliun lebih atau sekitar 103,21 persen. Dengan demikian 
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dapat dikatakan bahwa secara kalkulasi umum PAD Kota Makassar bisa mencapai 
angka 2,36 triliun. 
Dari ulasan tersebut dapat diketahui bahwa pajak merupakan salah satu 
penyumbang terbesar terhadap PAD Kota Makassar. Besarnya jumlah pajak yang 
diterima tentunya berasal dari sumber-sumber pajak yang beragam, terutama 
pajak kendaraan yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan 
yang berada di kawasan Kota Makassar yang semakin hari semakin bertambah 
banyak, mulai dari jenis kendaraan umum dan pribadi. Berikut data yang 
menjelaskan jumlah kendaraan yang terdaftar pada UPTD/SAMSAT Makassar. 
Tabel. 1 
Rekapitulasi kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPTD/SAMSAT 
wilayah 1 Makassar  
NO JENIS KENDARAAN TAHUN JUMLAH/UNIT 
 
1 
Roda dua/ Roda tiga  
(sepeda motor) 
2013 461,257 
2014 391,349 
 
2 
 
Roda empat  
(mobil) 
2013 148,471 
2014 151,840 
Sumber : UPTD / SAMSAT MAKASSAR 
Tabel diatas menjelaskan bahwa jenis kendaraan roda dua/ roda tiga pada 
tahun 2013 sebanyak 461,257 unit dan mengalami penurunan pada tahun 2014 
menjadi 391,349 sedangkang roda empat (mobil) pada tahun 2013 sebanyak 
148,471 unit dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 151,840 unit. 
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem 
kerjasama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa 
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Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menertbitkan STNK dan Tanda 
Kendaraan Bermotor (TKB) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas 
negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan 
Kantor Bersama SAMSAT.   
Adapun tujuan dari penyatuan ini adalah mempermudah pengurusan pajak 
kendaraan bermotor serta meningkatkan pelayanan kepada para pemilik 
kendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan Negara dan Daerah. 
Keuntungan terbentuknya SAMSAT adalah sebagai berikut . 
1. Adanya kerja sama instansi-instansi yang tergabung dalam 
pelaksanaan SAMSAT (POLRI, DISPENDA dan Jasa Raharja). 
2. Adanya sistem pengurusan STNK, PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ yang 
seragam. 
3. Pengenaan pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa 
berlakunya STNK, terhitung sejak tanggal pendaftaran dan setiap 
tahun wajib pajak melaksanakan pengesahan STNK. 
4. Penertiban STNK/TNKB dapat dibayar sekaligus di satu tempat. 
5. Pelayanan dilakukan secara “open service”, wajib pajak dilayani 
langsung tatap muka dengan petugas pelayanan. 
6. Berlakunya azas FIFO (first in first out), wajib pajak yang datang 
pertama di layani lebih dulu. 
Dengan demikian, latar belakang terbentuknya SAMSAT memang lebih 
banyak diwarnai peningkatan bidang property di banding bidang security-nya. 
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Namun demikian, bidang security yang menjadi tugas pokok POLRI, sesuai 
dengan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1965, yaitu bahwa 
maksud penomran kendaraan bermotor adalah untuk kepentingan penyidikan, 
maka fungsi security oleh POLRI dikantor SAMSAT tidak bleh luntur dengan 
menitikberatkan kepada pada usaha-usaha pelayanan saja. Tahun 1993 terdapat 
revisi instruksi Bersama Menhamkam Pangab, Mendagri dan Menkeu 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yaitu dengan masa 
berlaku STNK dari 1 Tahun menjadi 5 Tahun namun pembayaran PKB dan 
SWDKLLJ dilaksanakan setiap tahun melalui pengesahan STNK dilaksanakan 
oleh POLRI. Dengan demikian SAMSAT sampai sekarang masih tetap 
beroperasional dengan baik, terbukti dengan terselenggaranya pelayanan publik 
melalui kerjasama antar instansi melalui SAMSAT.  
Keberadaan Kantor SAMSAT di Kota Makassar saat ini merupakan salah 
satu bukti tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan 
pelayanan publik. Masyarakat dengan mudah melakukan pembayaran pajak 
kendaraan melalui satu pintu dan satu atap, sehingga dipandang cukup efektif dan 
efisien dalam penggunaan waktunya. Namun demikian, secara teknis masih 
terdapat masalah yang dihadapi oleh pemerintah melalui Kantor SAMSAT dalam 
meningkatkan minat dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan 
mereka. Hal ini didasarkan pada keluhan masyarakat yang menganggap bahwa 
jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal dengan Kantor SAMSAT memicu 
munculnya faktor kemalasan. Oleh karena itu, Dispenda Kota Makassar harus 
menyusun sebuah strategi yang mampu menangani masalah tersebut agar dapat 
memicu minat dan keinginan masyarakat untuk membayar pajak. 
Selain itu, berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah SAMSAT 
Kota Makassar mengenai realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 
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tahun 2014 tidak mencapai target. Adapun realisasi pembayaran pajak kendaraan 
bermotor  yang dimaksud hanya mencapai angka Rp 371,197,041,576 miliar dari 
target yang telah di tetapkan sebesar Rp 381,737,005,000 miliar. Dengan kata lain 
bahwa pencapaian target pembayaran pajak kendaraan pada tahun lalu hanya 
sebesar 97,24%. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi baru dalam 
memaksimalkan pelayanan pajak sehingga penerimaan pajak oleh UPTD 
SAMSAT Makassar dapat terpenuhi secara maksimal. Inovasi yang dimaksud 
bertujuan untuk memaksimalkan segala sumber daya yang ada saat ini agar 
masyarakat sebagai pelanggan dapat dimudahkan dalam melakukan transaksi 
pembayaran pajak kendaraannya. 
Perkembangan sistem informasi dan komunikasi masa kini menjadi 
jawaban atas permasalah tersebut. Hal ini bahkan menjadi peluang yang dapat 
digunakan pemerintah daerah terkait memberikan kemudahan dan kenyamanan 
dalam pembayaran pajak kendaraan. Ini dapat kita lihat pada program SAMSAT 
LINK yang dicanangkan oleh Dispenda Sulawesi Selatan sebagai bentuk 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis elektronik, 
sehingga memberikan kemudahan pada masyarakat melakukan registrasi 
pembayaran di seluruh kantor SAMSAT Sulawesi Selatan (dipendasulsel.web.id). 
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dalam rangka penyelesaian studi akhir dengan judul “Inovasi Pelayanan Pajak 
Kendaraan Bermotor Pada UPTD Kantor Samsat Makassar”. 
I.II Rumusan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka penulis dapat 
merumuskan masalah yang akan dijadikan rujukan penelitian, yaitu bagaimana 
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inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Kantor Samsat 
Makassar ? 
I.III Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pelayanan 
pajak kendaraan bermotor pada UPTD Kantor SAMSAT Makassar. 
I.IV Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah media yang digunakan 
untuk menambah khazanah pengetahuan dan informasi seputar 
pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada UPTD Kantor 
SAMSAT Makassar. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih terhadap 
pemerintah Makassar dalam mengembangkan dan mengevaluasi 
pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada UPTD Kantor 
SAMSAT Makassar. 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Konsep Inovasi 
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II.1.1 Definisi inovasi  
 Borins (2000) menyatakan dalam literatur inovasi terdapat perbedaan 
antara temuan (invention), kreasi ide baru, dan inovasi. Dalam literatur manajemen 
juga dikemukakan sejumlah definisi inovasi dimana secara luas berada dalam 
tema-tema perubahan proses atau teknologi yang menciptakan nilai bagi 
pelanggan atau organisasi.  
Schum peter’s (1934) membatasi pengertian inovasi kepada perubahan 
produk atau layanan dalam sektor bisnis.  
Koch (2005) mengatakan bahwa inovasi adalah persoalan penggunaan 
hasil pembelajaran yaitu penggunaan kompetensi anda sebagai dasar penemuan 
cara baru dalam melakukan sesuatu yang memperbaiki kualitas dan efisiensi 
layanan yang disediakan.  
Dalam terminologi umum, inovasi adalah suatu ide kreatif dimana 
diimplementasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah (UN, 2007), 
atau tindakan penerimaan dan pengimplementasian cara baru untuk mencapai 
hasil dan/atau pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi, sebuah inovasi dalam 
administrasi publik adalah efektivitas, kreativitas, dan jawaban unik terhadap 
masalah baru atau jawaban baru terhadap masalah lama. 
  
Bartos (2002) mendefinisikan inovasi yang tepat bagi sektor publik yaitu” 
suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang mengarah 
kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau kualitas output 
oleh oleh suatu organisasi”. 
II.1.2. Perspektif  Empirik Inovasi Sektor Publik 
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 Memahami inovasi dapat ditelusuri dan dipahami melalui kajian 
literature dan hasil penelitian tentang inovasi di lembaga pemerintahan 
yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu di berbagai pemerintah 
daerah. Irwan N. et.al (2012), mengemukakan bahwa inovasi dipandang 
sebagai model dalam keberhasilan pemerintah daerah. Ada tiga faktor yang 
mempengaruhi pemerintah daerah dapat berinovasi yaitu para pemimpin 
pemerintah daerah, lingkungan organisasi, dan politik. Berdasarkan temuan 
di atas terdapat  tiga komponen yang berpengaruh kuat dalam 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah yaitu (1) kesejahteraan social, (2) 
pelayanan public, (3) kompetisi lokal. 
 Doloreux D. (2004), dalam hasil penelitiannya menyajikan tiga tujuan 
yang ingin dicapai terkait sistem inovasi pemerintah daerah yaitu: (a) 
menjelaskan bahwa  aktivitas inovasi sangat  berhubungan dengan strategi 
kompetensi, proses inovasi, pemamfaatan sumber informasi, (b) 
menjelaskan bahwa proses inovasi berhubungan peningkatan kinerja unit 
kerja, (c) menjelaskan perbedaan unit kerja yang inovatif. 
 Prasojo, (2004), mengemukakan bahwa pemerintah daerah 
Kabupaten Jemrana benar-benar dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi 
yang telah memenuhi sejumlah criteria tertentu dan menjadi best practice  
yang dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah lainnya. Inovasi yang 
paling menonjol di Jemrana adalah pelayanan public berbasis elektronik. 
Keberhasilan inovasi tidak dapat dipisahkan dengan komitmen  dan figur 
Bupati Kabupaten Jemrana. 
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 Thomas, Hutauruk (2010) mengemukakan inovasi sangat ditentukan 
oleh kapasitas pemerintah daerah. Inovasi yang telah dilakukan oleh 
pemerintah daerah yaitu inovasi institusi, inovasi proses, dan inovasi 
konsep yang berfokus pada pusat pelayanan public. Sedangkan penelitian 
yang telah dilakukan oleh Balitbng Provinsi Jawa Tengah (2007) bahwa 
bentuk-bentuk inovasi dalam pemerintahan daerah sesuai dengan 
pembatasan program inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
Program inovasi yang paling banyak dikreasi dan dilaksanakan oleh 
pemerintah kabupaten dan kota terkait dengan aplikasi teknologi informasi 
seperti: E-government, website, LAN. Adapun srategi yang dapat 
dilaksanakan untuk pengembangan program inovasi meliputi  
pengembangan  komitmen elit (political will) lalu diikuti dengan berbagai 
kebijakan dan alokasi anggaran serta mengoptimalkan pelaksanaan 
sosialisasi program inovasi.  
 Rina M.M. (2012), mengemukakan pemanfaatan inovasi  teknologi 
berupa penggunaan smart card dalam bidang pelayanan termasuk kategori 
inovasi incremental dari tingkat inovasi termasuk dalam kategori inovasi 
sustaining innovation. Kualitas pelayanan semakin baik karena adanya 
beberapa inovasi di UPTD termasuk komitmen pimpinan, visi yang jelas, 
ketersediaannya SDM aparatur yang memadai, dan keterlibatan 
stakeholder.  
 Ismara (2009), menemukan bahwa inovasi good governance dalam 
sistem pelayanan dapat dilihat dari aspek: (a) pemerintah daerah cukup 
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transparan dalam  penyusunan program kebijakan  dan sudah merespon 
usulan warga terkait peningkatan kualitas pelayanan, (b) dari sisi 
akuntabilitas, pemerintah telah  bertanggungjawab  atas pelayanan yang 
diberikan  kepada masyarakat, (c) responsivitas pemerintah cukup kuat 
yang diwujudkan dengan adanya Sistem Pelayanan Satu Atap, (d) 
melibatkan partisipasi masyarakat.  
II.1.3. Konsep Inovasi Dalam Perspektif Administrasi Publik 
 Berdasarkan pergeseran paradigma sampai pada paradigma ke lima 
(terakhir) tahun 1970-sekarang  yang disebut sebagai administrasi Negara  
sebagai administrasi Negara, Henry N, (1988) mengupas konsep inovasi 
sebagai salah satu konsep dari teori organisasi. Henry mengemukakan 
bahwa kemampuan untuk mengadakan perubahan, inovasi, peningkatan, 
adaptasi sangat penting dalam setiap bentuk kehidupan organisasi. 
Perubahan dalam organisasi sangat dipengaruhi tiga faktor: (a) teknologi 
organisasi, (b) lingkungan organisasi (tugas dan fungsi), (c) interaksi 
manusia dengan  teknologi dan lingkungannya.  
 Kajian inovasi dalam khasanah administrasi public dapat ditelusuri 
dalam Model Administrasi Negara Baru yaitu pilihan public (public choise). 
Frederickson (1984) mengungkapkan  sistem pemberian pelayanan kepada 
public merupakan salah satu pusat perhatian dan menjadi nilai yang akan 
dimaksimalkan.  
 Dalam kaitannya dengan konsep inovasi dalam teori organisasi 
sebagai salah satu kajian administrasi public, Kajian inovasi  dalam 
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administrasi public mulai berkembang seiring pergeseran paradigma dari  
Old Public Administration ke New Public Management (NPM). Munculnya 
NPM merupakan hasil dari kritikan keras terhadap organisasi-organisasi 
sector public sehingga menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi 
sector public.  
 Perubahan yang terjadi  dengan pendekatan manajemen modern 
sector public, antara lain: (a)  memusatkan perhatian pada pencapaian 
kinerja dan akuntabilitas manajer public, (b) menerapkan model organisasi  
modern yang lebih fleksibel, (c) keseimbangan tujuan organisasi dan tujuan 
personalia, (d) staf lebih netral atau non partisan, (e) fungsi pemerintah 
lebih banyak berhadapan dengan mekanisme pasar, katalis, (f) mengurangi 
fungsi pemerintah melalui privatisasi sector public (Osborne dan 
Gaebler,1992, Huges, 1998).   
 Dengan mentransformasikan kinerja pasar kerja ke daalam sector 
public berarti mereform kebiasaan kinerja sector public dari tradisi 
berdasasarkan aturan dan proses yang menggantungkn pada otoritas 
penjabat menjadi orientasi pasar dan dipacu untuk berkompetisi sehat. Para 
manajer sector public didorong untuk menemukan cara-cara kerja baru dan 
inovasi untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi 
terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. 
 Reinventing government menurut Osbornne (1992) pada 
hakekatnya berupaya untuk mentransformasikan jiwa dan kinerja 
wiraswasta ke dalam birokrasi pemerintah yang menekankan pada upaya 
30 
 
untuk meningkatkan sumber daya ekonomi, social, budaya, politik agar 
berproduktivitas tinggi. Kinerja seperti ini disebut upaya mewiraswastkan 
birokrasi pemerintah. Menurut Osborne ada sepuluh prinsip reinventing 
government yaitu pemerintah: harus bersifat katalis, milik masyarakat, 
beorientasi misi, berorientasi pada hasil, orientasi pada pelanggan, 
orientansi kewiraswastaan, bersifat  antisipatif, desentralisasi, orientasi 
pasa pasar, bersifat kompetitif.  
 Kajian ini tidak jauh berbeda dengan padangan Hood (1991) dalam 
NPM mengandung  tujuh prinsip sebagai dasar program manajerial  sector 
public yaitu: (1) Manajemen professional di sector public, (2) Adanya 
standar kinerja dan ukuran kinerja, (3) Penekanan yang lebih besar 
terhadap pengendalian output dan outcome, (4) Pemecahan unit-unit kerja 
di sector public, (5) Menciptakan persaingan di sector public, (6) 
Pengadopsian gaya manajemen di sector bisnis ke dalam sector public, (7) 
Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam 
menggunakan sumber daya. 
 Perspektif NPM dipergunakan untuk menjawab berbagai 
permasalahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 
implementasi administrasi public dengan mengadopsi berbagai strategi dari 
sector privat. Sebagai contoh NPM dipergunakan untuk menerapkan 
kebijakan-kebijakan, strategi-strategi, program-program dengan 
menggunakan sistem dan hukum pasar yang dibantu oleh teknologi 
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informasi (IT) sehingga institusi public dapat bekrja dengan baik dan 
mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 
 Kompetisi merupakan adopsi konsep dalam ranah bisnis atau 
ekonomi, dicoba diterapkan dalam kajian-kajian administrasi public. 
Terapan kompetisi dalam organisasi sector public inilah yang kemudian 
menuntut sector public untuk memperbaiki nilai atau kualitas layanannya. 
Dari sini kemudian muncul dorongan untuk menumbuh-kembangkan nilai-
nilai inovasi dalam organisasi public. Dengan demikian, yang mampu 
memenuhi sejumlah tantangan kebutuhan masyarakat yang menuntut 
pelayanan, yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memenuhi hasrat nilai 
kebaruan. Pemahaman inilah yang kemudian menuntut kemampuan untuk 
memahami lebih jauh akan inovasi tersebut, khususnya dalam kaitannya 
inovasi dalam pelayanan public.  
      King dan Stivers (1988) dalam buku Government is Us, 
mendesak agar para administrator melibatkan warga masyarakat. Mereka 
harus melihat rakyat sebagai warga masyarakat  bukan sebagai pelanggan 
semata sehingga dapat saling membagi otoritas dan melonggarkan kendali 
serta percaya pada keefektifan kolaborasi. Mereka harus membangun 
kepercayaan dan bersikap responsif terhadap kepentingan atau kebutuhan 
masyarakat dan bukan semata mencari efisiensi yang lebih tinggi. 
Keterlibatan warga masyarakat harus dilihat sebagai investasi yang 
signifikan.  
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 Menurut Denhardt & Denhardt, karena pemilik kepentingan public 
yang sebenarnya adalah masyarakat maka administrator public seharus 
nya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan 
memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi public dan 
implementasi kebijakan public. Perubahan orientasi tentang posisi warga 
negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculakn 
perspektif baru administrasi public yang disebut sebagai new public service. 
Warga negara seharusnya ditempatkan didepan, dan penekanan tidak 
seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tetapi lebih 
pada membangun institusi public yang didasarkan pada integritas dan 
responsivitas. Pada intinya, perspektif baru ini merupakan “a set of idea 
about the role of public service, democratic governance, and civic 
engagement at the center.” (Denhardt & Denhardt,2003). 
 Perspektif new public service menghendaki peran administrator 
public untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas 
untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, 
administrator public menyadari adanya beberapa lapisan kompleks 
tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. 
Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak 
hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna 
mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja 
karena untuk menciptakan pemerintahan yang jauh lebih baik tetapi juga 
sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan 
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admistrator public tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi 
pelayanan kepada masyarakat. (Denhardt & Denhardt, 2003). 
 Pada kontek di Indonesia, pentingnya inovasi pada pemerintahan 
daerah di Indonesia mulai menjadi perhatian sejak terjadinya pergeseran 
sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi yang 
dimaknai penyerahan kewenangan dan tanggung jawab atas fungsi public 
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, adalah sebuah konsep 
kompleks dan beraneka segi (Wikipedia). Rondinelli (dalam 
Meenakshisundaran, 1999), mengungkapkan jenis desentralisasi yakni; 
deconcentration, yakni penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung 
jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam badan 
pemerintah, dan delegation, yakni perpindahan tanggung jawab fungsi-
fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi regular dan hanya 
secara tidak langsung.  
 Sementara itu Smith (1985) juga mengungkapkan bahwa 
desentralisasi meliputi beberapa elemen, yakni : pertama, desentralisasi 
memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada tiga hal, yaitu 
pola spasial kehidupan social ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi 
pelayanan public yang dapat dilaksanakan. Kedua, desentralisasi meliputi 
pula pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun 
kewenangan birokratik.  
 Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-
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Undang Nomor 32 tahun 2003, khususnya pada Pasal 2 ayat 3 menjadi 
landasan normatif bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Demikian pula Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya pada pasal 18 ayat m, 
dapat dijadikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki 
kinerjanya, salah satu aspek penilaiannya adalah inovasi/terobosan baru 
dalam penyelenggaraan pemerintahan.  
 Munculnya inovasi program yang sukses dilakukan oleh beberapa 
pemerintah daerah setelah adanya desentralisasi yang lebih luas dinilai 
oleh berbagai kalangan telah memberikan dampak kepada peningkatan 
pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini sejalan 
dengan tujuan diberikannya otonomi kepada daerah sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Rondinelli (1983) bahwa desentralisasi dilaksanakan 
sebagai suatu cara dalam mengatasi kegagalan akibat perencanaan dan 
manajemen yang terpusat, serta tidak fleksibelnya dan tidak tanggapnya 
birokrasi di tingkat pusat. Desentralisasi dilakukan agar program 
pembangunan sesuai denagn kondisi lokal, memperoleh dukungan dan 
keterlibatan dari administrator dan masyarakat lokal serta terintegrasi 
dengan sejumlah layanan yang dibutuhkan untuk merangsang 
pengembangan ekonomi di daerah.           
    Desentralisasi dapat dilihat dari arti pentingnya upaya 
meningkatkan efektivitas pemerintahan baik pemerintahan pusat, maupun 
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kemampuan unit administratif di tingkat lokal dalam menyampaikan 
pelayanan yang dibutuhkan dalam pengembangan khususnya di wilayah 
pedesaan. Desentralisasi juga dapat dilihat sebagai sebuah alternatif cara 
dalam mengkoorBadanikan aktivitas di tingkat provinsi atau lokal untuk 
menyelesaikan masalah social, politik atau ekonomi secara cepat.    
 
 
 
 
II.1.4. Jenis-jenis Inovasi Dalam Sektor Publik 
 Halversen dkk (2003) membagi tiga tipe spektrum inovasi dalam sektor 
publik: 
1. Incremental innovation to radical innovation (ditandai oleh tingkat 
perubahan, perbaikan inkremental terhadap produk, proses layanan 
yang sudah ada). 
2. Top down innovation to bottom-up innovation (ditandai oleh mereka 
yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari 
top manajemen atau organisasi atau institusi di dalam hirakhi, 
bermakna dari para pekerja di tingkat bawah seperti pegawai negeri, 
pelayan masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah). 
3. Need led innovations anda efficiency-led innovation (ditandai apakah 
inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik 
atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien). 
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Di dalam administrasi publik terdapat beberapa perbedaan tipe inovasi dan 
perbedaan cara pengelompokan di dalam literaturinovasi pemerintahan. 
Penggunaan tipelogi untuk tujuan kita sebagai berikut: 
1. Inovasi institusional, dimana fokus pada pembaharuan institusi yang 
sudah ada dan/atau pembentukan institusi baru; 
2. Inovasi organisasi, termasuk pengenalan cara kerja baru, prosedur 
atau teknik manajemen baru di dalam administrasi publik; 
3. Inovasi proses, dimana fokus pada perbaikan kualitas cara pemberian 
layanan publik; 
4. Inovasi konseptual, dimana fokus pada pengenalan bentuk 
pemerintahan baru (mis. Pembuatan kebijakan interaktif, keterlibatan 
dalam kepemerintahan, reformasi anggaran publik, jaringan 
horizontal). 
II.1.5. Tujuan Inovasi 
 Inovasi merupakan upaya mempertahankan keberadaan organisasi dalam 
lingkungan. Adanya inovasi organisasi ini diharapkan dapat menanggapi 
kompleksitas lingkungan dan dinamisasi perubahan lingkungan terutama dalam 
persaingan yang ketat dan menciptakan sumber-sumber bagi keunggulan beraing. 
Hal tersebut dapat dicapai melalui 1) pengenalan teknologi baru 2) aplikasi baru 
dalam produk pelayanan 3) penyumbangan pasar baru 4) pengenalan bentuk baru 
organisasi. 
 Inovasi organisasi berdasarkan penelitian dilatarbelakangi oleh Buffa 
(1984), Butler (1991), Miller (1991) dalam lengnick-Hall (1988) bahwa inovasi 
organisasi merupakan komponen krusial yang perlu ditingkatkan, Ashoff dan 
Teece dalam Lengnick-Hall inovasi sebagai komponen strategis di banyak 
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perusahaan untuk menanggapi kecepatan perubahan teknologi yang tidak dapat 
diprediksi, dan dilatarbelakangi oleh ketergantungan badan teknologi yang 
berpengalaman tinggi dan perusahaan yang cepat tanggap dalam hal bentuk 
produk dan tata cara penyampaian produk dan Boylton dan Hofer (1983) bahwa 
strategi global tergantung pada kecepatan akselerasi inovasi yang diterjemahkan 
dalam kerjasama komersial yang menguntungkan. 
 
 
II.1.6. Sumber Inovasi 
 Meninjau pentingnya inovasi organisasi dalam mempertahankan 
keberadaan dan meningkatkan kemajuan organisasi maka organisasi diharapkan 
dapat menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendorong terjadinya inovasi. 
 Menurut West (2000), inovasi berasal dari kreatifitas ide-ide baru. Inovasi 
adalah penerapan ide-ide tersebut secara actual dan praktek. Hal-hal yang dapat 
merangsang inovasi adalah: 
a. Tantangan dalam lingkungan organisasi. 
b. Tekanan yang kuat pada kualitas baik dalam proses maupun akhir suatu 
layanan. 
c. Perusahaan yang telah memperkenalkan dan mengembangkan kerja tim 
yang efektif lebih besar kemungkinan untuk berinovasi. 
d. Adanya tuntutan kebutuhan prosedur yang dirancang secara cermat untuk 
memastikan kerja gabungan yang efektif. 
e. Adanya komunikasi dan koordinasi antar departemen. 
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f. Dukungan manajerial yang berupa keinginan personil untuk 
mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mulai cara-cara baru 
yang lebih baik. 
g. Adanya asumsi-asumsi dasar organisasi yang terbuka untuk dikritisi. 
h. Partisipasi dan hubungan antar anggota organisasi. 
Coyne (2004) mengatakan bahwa inovasi dilakukan dengan tujuan 
menurunkan tingkat biaya, meningkatkan efisiensi, menyampaikan kualitas 
yang baik pada harga yang sesuai, kemungkinan memperoleh provit dan 
pertumbuhan. Sumber-sumber inovasi menurut coyne dapat diciptakan 
melalui: 
a. Penciptaan iklim yang kondusif, apabila ide karyawan disambut, 
kontribunsinya dihargai, maka hal ini akan memicu organisasi untuk kreatif. 
b. Menerima kesalahan, apabila ide kreatif dan pemikiran yang berani 
merupakan elemen yang penuh resiko, jangan menghukum sebuah 
kesalahan dari ide kreatif, hal ini menghilangkan kreatifitas, sepertinya 
yang dinyatakan William Mc. Knight dari 3M, “management that’s 
destructive critical when mistakes are made kills initiative (manajemen 
merusak secara kritis apabila kesalahan yang dibuat membunuh inisiatif). 
c. Set goal then stand aside (menyusun tujuan, mematuhinya) 
Dalam pandangan Coyne ini, inovasi bersumber dari iklim keterbukaan baik 
itu, ide keatif, tidak menghukum suatu kesalahan dari ide kreatif, 
mengkomunikasikan komitmen dan penyusunan tujuan. 
Menurut Harvard Bussiness Essentials (2003:29-37) terdapat enam sumber 
ide inovasi yaitu: 
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a. Pengetahuan baru (New knowledge) misalnya perkembangan sains dan 
teknologi. 
b. Saran dan ide konsumen (tapping the ideas of costumer). 
c. Pengguna utama (lead user) yaitu perusahaan dan individu, konsumen dan 
non-konsumen pengguna utama yang memiliki kebutuhan unik sesuai 
dengan bidangnya. 
d. Desain yang memahami konsumen (emphatic design) ide inovasi diperoleh 
melalui pengamatan terhadap penggunaan baran dan mengidentifikasi 
kebutuhan yang belum ditemukan pengguna. 
e. Penemuan (invention vactories), ide inovasi diperoleh dengan melakukan 
penelitian formal dan pengembangan. 
f. Skunkworks, ide inovasi diperoleh dengan mempekerjakan orang berbakat 
yang memiliki perbedaan pandangan dengan organisasi dalam 
pemecahan masalah. 
Menurut pendapat ini inovasi diperoleh dari pengetahuan baru baik interaksi 
dengan konsumen, pengguna utama, skunkwork, maupun hasil penelitian secara 
formal. 
II.1.7. Prinsip-prinsip Inovasi 
 Pelaksanaan inovasi yang baik dan terarah adalah inovasi yang dihasilkan 
dari sesuatu yang kecil dan terfokus (Drucker 1985). Drucker (1985:134-139) 
membahas prinsip-prinsip inovasi meliputi petunjuk apa yang harus dilakukan, hal-
hal yang harus dilakukan dan tiga persyaratan dalam melakukan inovasi. Hal-hal 
yang harus dilakukan dalam berinovasi adalah: 
a. Inovasi yang terarah dan sistematis. Inovasi yang terarah 
mempertimbangkan area yang berbeda, sumber-sumber yang berbeda, 
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kepentingan yang berbeda dan waktu yang berbeda. Inovasi yang 
sistematis diawali dengan analisis peluang dan langkah-langkah dari 
sederhana ke kompleks. 
b. Inovasi meliputi hal yang konseptual maupun perceptual. Konseptual 
meliputi konsep perubahan terbaik bagi organisasi, perceptual meliputi 
hasil evaluasi perusahaan, analisis sumber daya internal, pelanggan dan 
pengguna, agar pelaku inovasi dapat mengetahui kepuasan, peluang, 
harapan, nilai dan kebutuhan. 
c. Inovasi harus efektif, sederhana dan terfokus. 
d. Inovasi yang efektif dimulai dari hal yang kecil. 
e. Memerlukan komitmen dari pimpinan. 
Adapun hal-hal yang harus dihindari dari praktek inovasi menurut Peter Druker 
(136-138): 
a. Jangan melakukan banyak hal pada waktu yang bersamaan. 
b. Jangan berinovasi untuk masa depan. 
c. Berinovasilah untuk masa sekarang. 
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan inovasi: 
a. Inovasi adalah kerja, maka hal ini membutuhkan pengetahuan dan 
keahlian yang tinggi. 
b. Inovator harus membangun inovasi berdasarkan kekuatan sendiri. 
c. Inovasi adalah dampak dari perubahan ekonomi dan kemasyarakatan. 
Perbedaan dari perilaku konsumen, guru, petani, harus dekat dengan 
pasar dan dipicu oleh keadaan pasar. 
Prinsip inovasi yang dikemukakan Druker ini menekankan bahwa inovasi 
dilakukan mulai dari sesuatu yang sederhana, kecil, terfokus, memenuhi 
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kebutuhan sekarang yang dijalankan dengan didasari pengetahuan, 
mempertimbangkan berbagai aspek dan perlu komitment. 
 
 
II.1.8. Dimensi Inovasi di Sektor Publik 
 Sedangkan dimensi inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik 
(Halvorsen : 2005) adalah terdiri dari : 
a. Inovasi Konseptual 
Dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan, strategi 
dan rationale baru. 
b. Inovasi Delivery 
Termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan 
masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan 
pemberian layanan khusus. 
c. Inovasi Interaksi Sistem 
Cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi 
lain. 
II.1.9. Faktor Penghambat Inovasi 
 Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari kasus 
inovasi diantaranya justru terkendala oleh berbagai faktor. Biasanya budaya 
menjadi faktor penghambat terbesar dalam mempenetrasikan sebuah inovasi. 
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Gambar 1. Penghambat Inovasi 
 
 
  
 
 
 
  
 
(Albury dalam suwano, 2008 : 54) 
Hambatan inovasi diidentifikasi ada  delapan jenis. Salah satunya yang 
dimaksud dengan budaya risk aversion adalah budaya yang tidak menyukai 
resiko. Hal ini berkenaan dengan sifat inovasi yang memiliki segala resiko, 
termasuk resiko kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan 
berhubungan dengan resiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara 
prosedural-administratif dengan resiko minimal. Selain itu, secara kelembagaan 
pub, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan 
untuk menangani resiko yang muncul akibat dari pekerjaannya.  
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Hambatan lain adalah ketergantungan terhadap figur tertentu yang 
memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor 
publik hanya menjadi follower. Ketika figur tersebut hilang, maka yang terjadi 
adalah stagnasi dan kemacetan kerja.  
Selain itu, hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek, serta 
hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi fleksibel. 
Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih 
sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang layak atas 
prestasi pegawai atau unit yang berinovasi. 
Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan 
menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi kebutuhan 
pelaksanaan pekerjaannya. Namun di sisi lain muncul hambatan dari segi budaya 
dan penataan organisasi. Budaya organisasi ternyata belum siap untuk menerima 
yang sebenarnya  berfungsi memangkas pemborosan atau inefisiensi kerja.  
II.1.10. Tahapan Inovasi 
  Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang terjadi 
secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dalam mengadopsi 
produksi inovasi akan melalui tahapan sebagai berikut (Rogers 2003, hal 420) : 
a. Initiation atau perintisan 
Tahapan perintisan atas fase agenda setting dan matching. Ini 
merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman 
permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda setting 
ini dilakukan proses identifikasi daln penetapan prioritas kebutuhan dan 
masalah. 
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Selanjutnya dilakukan oencarian dalam lingkungan organisasi 
untuk menentukan tempat dimana inovasi tersebut akan diaplikasikan. 
Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan 
ini juga biasanya dikenali adanya performance gap atau kesenjangan 
kinerja. 
Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian inovasi dalam 
organisasi. Fase selanjutnya adalah matching atan penyesuaian atau 
penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Tahapan ini 
memastikan feasibilities atau kelayakan inovasi untuk diaplikasikan di 
organisasi tersebut.  
b. Implementation atau pelaksanaan 
Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk 
mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan 
permasalahan organisasi. Tahapan implementasi ini menyelesaikan 
permsalahan organisasi. Tahapan implementasi ini terdiri atas fase 
redefinisi, klarifikasi dan rutinitas. Pada fase redefinisi, seluruh inovasi yang 
diadopsi mulai kehilangan karakter asingnya. Inovasi sudah melewati 
proses re-invention, sehingga lebih dekat dalam mengakomodasi 
kebutuhan organisasi pada fase ini,baik inovasi maupun organisasi 
meredefinisi masing-masing dan mengalami proses perubahan untuk 
saling menyesuaikan. Pada umumnya terjadi paling tidak perubahan 
struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut.  
1. Fase klarifikasi adalah terjadi ketika inovasi sudah digunakan secara 
meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen 
organisasi dalam keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini 
membutuhkan waktu lama, karena mempengaruhi budaya organisasi 
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secara keseluruhan, sehingga tidak sedikti yang kemudian justru gagal 
dalam pelaksanaannya. Proses adopsi yang terlalu cepat justru 
menjadi kontra produktif akibat resistensi yang berlebihan.  
2. Fase rutinitas adalah fase dimana inovasi seudah dianggap sebagai 
bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah produk 
baru atau cara baru, karena telah menjadi bagian rutin 
penyelenggaraan organisasi. 
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa intoduksi inovative 
governance memberikan hasil positif bagi meningkatkan kinerja sektor, 
seperti pertama dapat membantu memaksimalkan penggunaan sumber 
daya dan kapasitas bagi peningkatan nilai-nilai publik untuk mendorong 
kultur yang terbuka dan partispatif dalam pemerintahan, selanjutnya secara 
umum dapat mengembangkan tata pemerintahan yang baik. Kedua, bagi 
pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan dan memperbaiki 
legitimasi dari masyarakat. Ketiga, inovasi di governance dapat 
meningkatkan kepercayaan diri pegawai negeri yang bekerja disektor 
publik sebagai pendorong pengembangan secara kontinyu. Inovasi dapat 
melahirkan kapasitas inspirasional yang dapat membangun sense of 
inspirasi di antara pegawai pemerintah. Keempat, walaupun inovasi 
terbatas pada intervensi governance atau inisiatif mikro, mereka 
menghasilakn efek domino, kesesuaian inovasi pada suatu sektor dapat 
membuka pintu bagi inovasi di tempat lain. Kelima, inovasi dapat 
menghasilkan kesempatan untuk inovasi berkelanjutan, semua mendorong 
lingkungan yang menguntungkan bagi perubahan yang positif. Inovasi 
dapat mendorong terbangunnya blok baru kelembagaan dan perubahan 
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hubungan antara tingkat pemerintah dan dalam departemen 
pemerintahan. (Adriana Alberti and Guido Bertucci, dalam UN, 2006). 
II.2 Konsep Pelayanan 
II.2.1 Definisi Pelayanan 
 Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 
sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 
memenuhi kebutuhan.Selain itu, Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam 
berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Sedangkan menurut Monir 
(2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 
melalui aktivitas orang lain secara langsung, Selain itu, menteri pendayagunaan 
Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk 
kegiatan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya 
pemenuhan kebutuhan masyrakat. Sementara, menurut Ivancevich, Lorenzi, 
Skinner, dan Crosby (1997:448):”Pelayanan adalah produk-produk yang tidak 
kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan 
menggunakan peralatan. Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh 
Gronroos sebagai mana dikutip di bawah ini: 
“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 
antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang dimaksudkan untuk 
memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan” Gronroos (1990:27). 
II.2.2 Definisi Pelayanan Publik 
 Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 
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memiliki setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 
manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 
kumpulan atau kegiatan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara Agung Kurniawan (2005:5) 
mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) 
keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetepkan. 
Selain itu definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 
2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, 
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
II.2.3 Asas pelayanan publik 
 Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna 
jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai 
berikut (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004): 
a. Transparansi  
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
b. Akuntabilitas  
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
c. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 
dengan tetap berpegangan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
d. Partisipatif 
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Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
e. Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender dan status ekonomi. 
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. 
II.2.4 Jenis pelayanan 
 Kepmen PAN nomor 58 Tahun 2002 mengelompokan 3 jenis pelayanan 
dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan 
tersebut di dasrkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang 
dihasilkan, yaitu: 
1. Pelayanan Administratif adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 
pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, 
dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan 
menghasilkan produk akhir berupa dokument, misalnya sertifikat,ijin-ijin, 
rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat 
tanah, pelayanan,IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, 
akte kelahiran, dan akte kematian). 
2. Pelayan Barang adalah pelayanan barang yang diberikan oleh unit pelayanan 
berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik 
termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung 
(Sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan 
kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) 
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atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung 
bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, 
pelayanan telepon. 
3. Pelayanan Jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 
berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya 
berdasarkan suatu sistem pengopersian tertentu dan pasti. Produk akhirnya 
berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung 
dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkutan 
darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan 
pos dan pelayanan pemadam kebakaran. 
Selain itu, pelayan publik dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, 
yaitu: 
a. Pelayanan pemerintahan  
Adalah jenis pelayanan masyarakat terkait dengan tugas-tugas umum 
pemerintahan, seperti pelayan KTP, SIM,pajak, dan keimigrasian. 
b. Pelayanan pembangunan 
Suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan 
sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat 
dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini 
meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-
pelabuhan, dan lainnya. 
 
 
c. Pelayanan utilitas  
Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat, seperti 
penyediaan listrik, air, telepon, dan trasportasi massal. 
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d. Pelayanan sandang, pangan, dan papan  
Merupakan jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan 
pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan 
beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah. 
e. Pelayanan kemasyarakatan 
Yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan 
kepentingan lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial 
kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, 
ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.   
II.2.5 Karakteristik Pelayanan 
 Menurut Zethami dan Haywood farmer dalam warella (1997:17), 
mengatakan ada tiga karakteristik utama tentang pelayanan, yaitu: 
1. Intangibility berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat 
performance dan hasil pengalaman dan bukannya objek. Kebanyakan 
pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba atau dites sebelum 
disampaikan untuk menjamin kualitas. Berbeda dengan barang yang di 
hasilkan oleh suatu pabrik yang dapat dites kualitasnya sebelum 
disampaikan pada pelanggan. 
2. Heterogeinity berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki 
kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang 
sama mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pula 
performance sering bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya 
bahkan dari waktu ke waktu. 
3. Inseparability berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan 
tidak terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas 
tidak direkayasa ke dalam produksi disektor pabrik dan kemudian 
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disampaikan kepada pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi 
antara klien dan penyediaan jasa.    
II.2.6 Pola pelayanan publik 
 Pola pelayan publik dapat dibedakan dalam 5 macam, yaitu: 
a. Pola pelayanan teknik fungsional 
Yaitu pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh satu instansi 
pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. 
b. Pola pelayanan satu pintu 
Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal 
oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari 
intansi pemerintah terkait lainnya. 
c. Pola pelayanan satu atap 
Yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi 
pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. 
d. Pola pelayanan terpusat 
Merupakan pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh satu 
instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap 
pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang 
pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 
 
e. Pola pelayanan elektronik 
Adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian 
layanandan bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan 
keinginan dan kapasitas pelanggan. 
II.2.7 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik  
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 Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Mustofadidjaja (2003:186) 
mengemukakan beberapa prinsip dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik 
meliputi: 
a. Menetapkan standar pelayanan, artinya standar tidak hanya menyangkut 
standar atas produk pelayanan, tetapi juga standar prosuder pelayanan 
dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas. Standar 
pelayanan akan dapat menunjukkan kinerja pelayanan. 
b. Terbuka terhadap segala kritik dan saran maupun keluhan, dan 
menyediakan seluruh informasi yang diperlukan dalam pelayanan. 
Penyelenggaraan pelayanan harus memiliki berbagai instrumen yang 
memungkinkan masyarakat pelanggan menyampaikan keluhan, kritik, 
ataupun saran, serta harus menyediakan berbagai informasi yang diperlukan 
oleh masyarakat pelanggan secara proaktif. 
c. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil. Dalam 
pemberian barang layanan tertentu, di mana masyarakat pelanggan secara 
transparan diberikan pilihan, pengertian adil adalah proporsional sesuai 
dengan tarif yang dibayarkannya. 
d. Mempermudah akses kepada seluruh masyarakat pelanggan. Unit-unit 
pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan harus benar-
benar mudah diakses oleh masyarakat pelanggan. 
e. Membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal terebut 
menyimpang jika terjadi sesuatu yang menyimpang atau tidak pada 
tempatnya, dalam kaitan dengan pemberian pelayanan, maka setiap jajaran 
personil pelayanan dari seluruh tingkatan yang mengetahui penyimpanan 
tersebut harus segera membenarkan sesuai dengan kapasitasnya atau jika 
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tidak dapat menyelesaikan masalah maka wajib menyampaikan kepada 
atasannya mengenai penyimpangan tersebut. 
f. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani masyarakat 
pelanggan secara efisien dan efektif. Kriteria dasar pelayanan publik adalah 
efisiensi, efektivitas, serta ekonomis sehingga penggunaan sumber-sumber 
dalam pelayanan harus memenuhi kriteria ini. 
g. Selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas 
pelayanan penyelenggara pelayanan harus secara kontinu melakukan 
pembaruan dan penyempurnaan baik secara responsif sesuai dengan 
masukan dari masyarakat pelanggan dan penilaian kinerja pelayanan 
maupun secara proaktif atas kehendak manajemen. 
Di samping itu, untuk mewujudkan layanan yang berkualitas, perlu 
diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. Sebelum segala sesuatu dimulai, proses dan prosedur harus 
ditetapkan lebih awal. 
b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat. 
Proses dan prosedur itu tidak boleh membingunkan dan mengundang 
interpretasi ganda. 
c. Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dalam sistem, satu 
mata rantai, yang akhirnya membuahkan hasil. Apabila sistem itu baik, 
maka kecil kemungkinan kesalahan akan terjadi. 
d. Peninjauan kualitas oleh para eksekutif perlu dilakukan secara secara 
periodik, dalam arti perlu diadakan penyempurnaan dari prosedur jika 
dipandang perlu dengan memperhatikan selera pihak yang dilayani. 
e. Kualitas pelayanan dapat dicapai hanya apabila para pemimpin 
organisasi menciptakan suatu iklim budaya organisasi yang 
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memusatkan perhatian secara konsisten pada peningkatan kualitas 
dan kemudian menyempurnakan secara berkala. Semua staf 
hendaknya siap dan ingin berubah pula apabila keadaan berubah. 
f. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, dan selera 
konsumen. 
g. Kualitas menuntut kerjasama yang erat. Setiap orang dalam organisasi 
hendaknya memandang orang lain sebagai rekannya, yang dapat 
dilihat dan dihargai sebagai bagian dari penentu berhasilnya ia 
melaksanakan suatu kewajiban. 
II.2.8 Standar pelayanan publik  
 Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima 
pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau 
penerima pelayanan. Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2004, standar 
pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi: 
a. Prosedur Pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 
termasuk pengaduan.  
b. Waktu penyelesaian  
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
c. Biaya pelayanan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan. 
d. Produk pelayanan 
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Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
e. Saran dan Prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 
dibutuhkan. 
 
 
 
 
II.4. Konsep Pajak 
II.4.1. Defenisi Pajak 
 Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann Pajak adalah prestasi yang dipaksakan 
sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang 
ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata 
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Selain itu, Prof. Dr. 
M. J. H. Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 
norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-
prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Adapun Menurut, Dr. Soeparman 
Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang 
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa koektif dalam mencapai kesejahteraan 
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umum. Sedangkan, Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah 
iuaran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
II.4.2. Fungsi Pajak  
1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
2. Fungsi Mengatur (Reguler) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 
II.4.3 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 
 Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? 
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian 
hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah: 
1. Teori Asuransi 
Negara melindungi kesalamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 
premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 
2. Teori Kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentinga 
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 
seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 
3. Teori Daya Pikul 
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Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.  
4. Teori Bakti 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. 
5. Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali 
ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 
II.4.4. Pengelompokan Pajak 
1. Menurut golongan 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan 
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh : Pajak Penghasilan 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
ataudilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 
2. Menurut sifatnya 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh : Pajak Penghasilan  
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
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Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. 
3. Menurut lembaga pemungutan    
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah terdiri atas: 
 Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor. 
 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 
Pajak Hiburan. 
II.4.5. Sistem Pemungutan Pajak  
a. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pemungutan pajak (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. 
b. Semi Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan 
besarnya pajak seseorang yang terutang. 
c. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang 
pajak. 
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d. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak 
yang terutang. 
II.4.6. Asas-Asas Pemungutan Pajak 
1. Equality  
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar 
pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 
 
 
2. Certainty 
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 
Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 
terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 
3. Convenience 
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-
saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib 
pajak memperoleh penghasilan. 
4. Economy 
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 
pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimun mungkin, demikian pula beban 
yang dipikul wajib pajak. 
II.5. Kerangka pemikiran 
Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi 
objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil 
penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran harus didasarkan pada 
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sebuah teori yang dijadikan landasan sekaligus menjadi alat yang 
digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu penggambaran 
kerangka pemikiran harus jelas dan lugas agar mudah dipahami. Adapun 
dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari teori Halvorsen yang 
mengemukakan dimensi inovasi yaitu Inovasi Konseptual, dalam 
pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan, strategi dan 
rationale baru. Inovasi Delivery, termasuk cara-cara baru atau cara yang 
diubah dalam menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau 
berinteraksi dengan klien untuk tujuan pemberian layanan khusus. Inovasi 
Interaksi Sistem, ara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi 
dengan organisasi lain. Yang kemudian penulis jadikan sebagai 
alat/indikator dalam mengkaji inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor 
UPTD Kantor Samsat Makassar. Adapun gambaran kerangka pemikiran 
adalah sebagai berikut. 
 
 
Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensi Inovasi 
(Halvorsen, 2005) : 
1. Inovasi Konseptual 
2. Inovasi Delivery 
3. Inovasi interaksi Sistem 
Pelayanan Pajak Kendaraan 
Bermotor 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
melakukan pengumpulan data penelitiannya (Suharsimi, 2006: 136). Metode 
penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah 
data empiris yang diperoleh berdasarkan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan 
kriteria data yang valid, sehingga kebenaran obyektif dalam sebuah penelitian 
dapat dicapai. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut : 
III.1 Pendekatan Penelitian 
Untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang 
diteliti maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. 
Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian atau riset yang bersifat deskriptif 
(menggambarkan) dan cenderung menggunakan analisis terhadap masalah 
(http://id.wikipedia.org/wiki). Menurut McMillan & Schumacher (2003) penelitian 
kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi 
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karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka 
langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dengan 
demikian penulis dapat memperoleh data yang objektif dalam rangka mengetahui 
dan memahami Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor 
SAMSAT Makassar. 
 
  
III.2 Objek Penelitian 
Adapun objek atau lokasi penelitian ini adalah Kantor SAMSAT Makassar. 
Inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Makassar, 
sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi penulis menjadikannya sebagai objek 
penelitian.  
III.3 Fokus Penelitian  
Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 
penelitian yang akan dilakukan sehingga harus diungkapkan secara eksplisit untuk 
mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi. Adapun fokus penelitian ini 
adalah menganalisis Inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor pada UPTD 
kantor SAMSAT Makassar dengan menggunakan dimensi Inovasi yang 
dirumuskan oleh Halvorsen 2005, yaitu sebagai berikut. 
a. Inovasi Konseptual 
Dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan, strategi 
dan rationale baru. 
b. Inovasi Delivery 
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Termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam menyelesaikan 
masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien untuk tujuan 
pemberian layanan khusus. 
c. Inovasi Interaksi Sistem 
Cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi dengan organisasi 
lain. 
 
 
III.4 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian merupakan klasifikasi terhadap pendekatan yang 
digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini pendekatan 
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah secara kualitatif dengan tipe 
penelitian dalam bentuk studi kasus yaitu penelitian yang mendalam tentang 
individu, kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam 
waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan 
mendalam terhadap suatu masalah. Menurut Iyan Afriani penelitian dengan tipe 
studi kasus adalah sebuah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan 
batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan 
berbagai sumber informasi. Berkaitan dengan penelitian ini maka penulis 
menggunakan tipe penelitian studi kasus dalam membedah masalah-masalah 
yang ada dalam Inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor UPTD Kantor 
SAMSAT Makassar. 
III.5 Unit Analisis  
Unit analisis data dalam penelitian ini yaitu organisasi/lembaga  terkait 
yang didasarkan pada pertimbangan yang objektif untuk mendeskripsikan 
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penelitian tentang Inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor UPTD Kantor 
SAMSAT Makassar. Dalam hal ini unit analisis adalah Kantor Samsat Makassar. 
III.6 Jenis Data 
Sebagaimana kita ketahui bahwa data adalah catatan atas kumpulan fakta 
dari hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat 
berupa angka, kata-kata, atau citra. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang ilmiah 
fakta dikumpulkan untuk menjadi data yang kemudian diolah sehingga dapat 
disampaikan secara jelas dan tepat. Menurut Hasan (2009: 16) data merupakan 
keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui 
atau dianggap. Dengan demikian dibutuhkan sumber yang akurat untuk 
memperoleh data yang terkait dengan penelitian ini. Menurut Lungan (2006: 9) 
jenis data yang dapat diperoleh berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut. 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil 
observasi maupun wawancara oleh narasumber/informan pada 
objek/lokasi penelitian. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 
terkait dengan objek penelitian. Data sekunder berupa data pendukung 
yang bersumber dari literatur maupun dokumen-dokumen yang terkait 
dengan objek/lokasi penelitian.  
III.7 Narasumber 
Narasumber adalah informan yang terdiri dari orang-orang yang berpotensi 
untuk memberikan data dan informasi terkait dengan fokus penelitian. Sehingga 
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tidak semua orang yang berada dilingkup organisasi dapat dijadikan narasumber 
(informan). Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut. 
1. Kepala UPTD Kantor SAMSAT Makassar. 
2. Kepala Bagian Administrasi Kantor SAMSAT Makassar. 
3. KASUBAG Tata Usaha. 
 
 
4. KASI Pendataan dan Penetapan. 
5. KASI Penagihan dan Penerimaan. 
6. ADPEL SAMSAT Makassar. 
III.8 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung melalui 
metode atau langkah berikut. 
1. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung terhadap objek penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, 
kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan 
emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil 
suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
2. Wawancara 
Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui tanya-jawab kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian. 
Menurut Emzir (2010: 50) wawancara sebagai proses komunikasi atau 
interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara 
peneliti dengan informan atau subjek penelitian. 
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III.9 Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil  wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan 
sehingga dapat dipahami dengan mudah. Miles and Hubermen (1984), 
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data 
yang dihasilkan bersifat jenuh. Berikut teknik metode yang sering digunakan dalam 
menganalisis data penelitian kualitatif. 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data adalah proses perangkuman data dengan cara memilih hal-hal 
yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian 
data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yag lebih jelas dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data adalah hasil reduksi data yang dapat berbentuk tabel, grafik, 
phie card, pictogram, dan sejenisnya yang tersusun secara sistematis dalam 
pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, 
penyajian data cenderung dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
dan hubungan antar kategori yang bersifat narasi. 
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir dalam 
manganalisis data penelitian kualitatif. Akan tetapi, kesimpulan awal yang 
dikemukakan biasanya masih bersifaf sementara sehingga dapat berubah 
apabila tidak ditemukan bukti yang dapat mendukung pada tahap 
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pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya, apabila kesimpulan yang 
ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
IV.1.1 Sejarah Berdirinya SAMSAT Di Indonesia  
a. Perkembangan SAMSAT Periode 1933-1946 
Sebelum tahun 1933, yaitu sebelum diberlakukannya WVO 
(Wegverkeerordinantie) Nomor 86, STNK dikeluarkan oleh polisi sebagai 
pelaksana dari pada hak yang dimiliki oleh Gubernur atau Presiden karena 
Polisi pada waktu itu berada dibawah Pemerintah Daerah yang membidangi 
keamanan dalam Negeri. Pada Tahun 1946, POLRI keluar dari Departeman 
Dalam Negeri dan berada langsung dibawah Perdana Menteri dengan tugas 
dan tanggung jawab yang sama yaitu keamanan dalam Negeri. 
b. Perkembangan SAMSAT Peride Tahun 1946-1965 
Setelah POLRI keluar dari DEPDAGRI, pelaksanaan penertiban STNK 
tetap oleh POLRI, dengan pengertian tetap melaksanakan hak yang dimiliki 
Gubernur atau Presiden dalam mengeluarkan STNK. Keadaan ini disebabkan 
masa peralihan yang belum sempat dibenahi, karena kesibukan dalam revolusi 
fisik mempertahankan kemerdekaan indonesia. 
c. Perkembangan SAMSAT Periode Tahun 1951-1965 
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Dalam tahun 1951, wewenang POLRI untuk mengeluarkan STNK 
dipertegas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 L.N. 
1951 Nomor 42 tanggal 30 juni 1951 yang merubah dan menambah UUL tahun 
1933 (WVO) sebagai berikut. 
Pasal 6 Ayat (2): Keterangan mengemudi diberikan oleh Kepala Kepolisian 
karesidenan. Pasal 8 Ayat (2): Nomor dan huruf atas permohonan 
diberikan kepada pemilik-pemilik atau pemegang-pemegang kendaraan 
bermotor oleh Kepala Kepolisian Karesidenan dalam wilayah/kekuasaan 
setiap kendaraan itu berbeda. 
Dengan demikian yang dimiliki hak atas kuasa Undang-Undang 
untuk memberikan SIM dan STNK adalah murni POLRI, bukan lagi polisi 
menjalankan hal yang dimiliki oleh Gubernur/Presiden. 
Pada periode ini, telah mulai berkembang perasaan kebutuhan 
untuk mengaitkan administrasi STNK dengan sektor pemasukan uang ke 
kas negara, yang sebenarnya termasuk kepentingan bidang kesejahteraan 
(bestuur), karena sulit untuk dicari jalan lain, maka dikaitkan dengan 
pengeluaran STNK yang menjadi bidang dari pada keamanan dalam 
negeri (security/yustisiil). 
Hal ini mulai direalisasikannya dengan keluarnya: 
1. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 27 
Tahun 1959 Pasal 31 ayat (1) mengenai larang bagi POLRI untuk 
mengeluarkan STNK sebelum pemilik kendaraan bermotor 
menyerahkan bukti pelunasan Bae Balik Nama (BNN). 
2. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang larangan bagi 
POLRI mengeluarkan STNK sebelum pemilik kendaraan bermotor 
menyerahkan bukti pembayaran Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas. 
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3. Intruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/IN/1966, tanggal 16 
September 1966 tentang penginvestasian pemungutan Pajak dalam 
rangka usaha meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian 
pada periode ini rintisan kearah terbentuknya SAMSAT telah dimulai. 
d. Perkembangan SAMSAT Periode Tahun 1965-sekarang 
 Dengan diberlakunya Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Raya Nomor 3 tahun 1965 (1 April 1965) maka dicabutlah Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1961 dimana dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tersebut secara 
tidak jelas mengatur instansi mana yang mengeluarkan STNK. Hanya 
dicantumkan bahwa instansi yang berwewenang mengeluarkan STNK/SIM akan 
ditentukan oleh Peraturan Pemerintah, sedangkan PP itu hingga saat ini belum 
ada. Walaupun demikian penanggulangan kebutuhan untuk meningkatkan 
pemasukan Negara ini tetap diupayakan bahkan ditingkatkan lagi. 
POLRI dalam rangka membantu pelaksanaannya, telah melakukan 
berbagai upaya diantaranya dengan ikut aktif membantu menyelenggarakan razia 
Pajak Kendaraan Bermotor, membuat STNK dengan sistem komputer, membuat 
kantor bersama di POLDA Metro Jaya pada tahun 1974, dimana POLRI, PT AK 
Jasa Raharja dan Dinas Pendapatan Daerah bekerja dalam satu kantor untuk 
memudahkan koordinasi, namun upaya-upaya tersebut belum mendatangkan 
hasil yang memutuskan terutama di bidang property. 
 Karena terjadi banyak kendala, maka Pemerintah pada tanggal 29 
Desember 1976 menerbitkan surat keputusan bersama Menhakam/Pangab, 
Menkeu, dan Mendagri NO. Kep/13/XII/1976, Kep 1169/MKIV/76, No.311 Tahun 
1976 tentang penyederhanaan pajak kendaraan bermotor yang berkaitan dengan 
pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana 
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Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu kantor bersama SAMSAT. 
Dengan diterbitkan surat keputusan bersama ini diharapkan dapat menciptakan 
keseragaman pengurusan STNK diseluruh wilayah Indonesia. 
Gambar 3. Gagasan SAMSAT (1974) 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
(sumber : Anwar,2012)            
 
                  
Gagasan SAMSAT (1974) 
Kapolantas Kol.Pol.Putra Astaman & Gebernur Ali Sadikin 
1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam  pada masyarakat (one 
stop servise) 
2. Registrasi identifikasi forensik ranmor & pengemudi lebih akurat  
3. Meningkatkan pendapatan pemda ( dikaitkan dengan sanksi hukum ) 
4. Membudayakan asuransi kecelakaan melalui BUMN ( jasa Raharja ) 
POLRI  
Pelayanan : 
- Regident 
Forensik  
- Syarat / 
Administrasi 
- Identitas 
ranmor  
DISPENDA  
Pelayanan 
Masyarakat : 
- Pelayanan 
Publik 
- PAD 
(PKB&BBNK
B) 
JASA RAHARJA 
Pelayanan Publik : 
- Bisnis 
Oriented 
- Pendapatan 
Negara 
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Dasar pelaksanaan kantor Bersama SAMSAT : 
1. Instruksi Bersama : 
- Menteri Pertahanan dan Keamanan    : Nomor : Ins/03/M/X/1999 
- Menteri Dalam Negeri     : Nomor : 29 Tahun 1999 
- Menteri Keuangan      : Nomor : 6 /IMK/.014/1999 
2. Ditindaklanjuti dengan SK Bersama :  
- Kapolri                                             : Nomor : SKEP/06/X/1999 
- Dirjen PUOD                                   : Nomor : 973 – 1226 Tahun 1999  
- Dirut PT. Jasa Raharja (Persero)    : Nomor : SKEP/02/X/1999 
Dalam penerbitan : STNK, STCK, TNKB, pemungutan PKB, BBNKB serta 
SWDKLLJ 
Pada sendi-sendi kualitas pelayanan Kep. Men Pan No. 81/1993, hakikat 
pelayanan publik yang prima adalah meliputi titik strategis interaksi antara pemberi 
layanan dan penerima oleh karena itu harus mengandung sendi-sendi kualitas 
pelayanan sebagai berikut : 
a. Kesederhanaan, dimaksudkan adalah indikator kinerja prosedur pelayanan 
tidak berbelit-belit, lancar dan mudah dilakukan. 
b. Kejelasan dan kepastian, dimaksudkan adalah hak dan kewajiban bagi 
yang melayani dan yang diatur dan jelas dilaksanakan dengan konsisten. 
c. Keamanan, dimaksudkan adalah indikator hasil pelayanan harus aman dan 
memberikan kenyamanan serta kepastian hukum. 
d. Ketertiban, dimaksudkan adalah indikator kinerja informasi pelayanan 
disampaikan secara terbuka dan luas kepada masyarakat. 
e. Efisiensi, dimaksudkan adalah indikator kinerja persyaratan pelayanan 
harus berkaitan langsung dengan pelayanan dan tidak diulang-ulang. 
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f. Ekonomis, dimaksudkan adalah indikator kinerja biaya pelayanan wajar 
dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan masyarakat. 
g. Keadilan yang merata, dimaksudkan adalah indikator kinerja perlakuan adil 
terhadap peminta layanan. 
h. Ketetapan waktu, dimaksudkan adalah indikator kinerja waktu yang 
dijanjikan untuk semua layanan harus dipenuhi. 
IV.1.2 SAMSAT Kota Makassar 
 SAMSAT Kota Makassar merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis 
Daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang berdiri sejak Tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi kantor 
bersama SAMSAT di indonesia berdasarkan keoutusan bersama 
Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri tanggal 28 
Desember 1976 Nomor Pol. Kep/13/XII/1976. No. Kep. 1693/MK/1976 dan Nomor 
311 tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan, Kepala Daerah Kepolisian, dan Aparat Departeman Keuangan 
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan 
pendapatan daerah khusus mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor. 
 Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pelaksanaan SAMSAT dalam 
penertiban STNK yang terkait dengan pembayaran PKB dan BBNKB serta 
SWDKLLJ dimulai pada tanggal 16 oktober 1978 yang dilaksanakan terpusat di 
Makassar. SAMSAT wilayah I Makassar ini sudah memiliki kantor pelayanan ada 
dua masing-masing terletak dijalan Andi Mappanyukki dan AP Pettarani sehingga 
pelayanan kepada waji pajak didaerah ini semakin ditingkatkan, kemudian 
dilakukan pembentukan kantor bersama SAMSAT di daerah-daerah tingkat II yang 
kini telah berjumlah 15 (lima belas) cabang untuk melayani masyarakat pemilik 
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kendaraan bermotor yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) daerah tingkat II 
Kabupaten/Kotamadya serta terdapat kantor SAMSAT pembantu yang kini 
berjumlah 8 (delapan) se Sulawesi Selatan. 
 Dalam perjalanan berdirinya SAMSAT Kota Makassar, muncul peraturan 
baru yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 141 Tahun 2009 
tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pada 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) merupakan 
unit operasional Dinas Pendapatan dan pengelolah Aset Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang berada di setiap Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan tugas 
pokoknya selain melayani pemungutan pajak daerah juga melayani pemungutan 
retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian Tahun 2011 muncul 
peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 tahun 2011 Tentang pemungutan 
pajak progresif. Maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif di Sulawesi Selatan 
adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan 
wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, dimana orang yang memiliki 
kemampuan ekonomi lebih besar yang dipresentasikan dengan jumlah kendaraan 
yang dimiliki oleh wajib pajak.   
 
 
 
IV.1.3 Visi dan Misi 
 Dalam menjalankan sejumlah pelayanan dan program unggulannya, 
SAMSAT Makassar memiliki: 
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a. Visi  
“Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada 
masyarakat”. Hal ini menunjukkan bahwa SAMSAT Kota Makassar 
merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang dapat 
menyumbang bagi pembangunan Daerah.” 
b. Misi  
1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika 
profesi. 
2. Melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan 
tepat. 
3. Mewujudkan aparat pelaksana SAMSAT yang bersih, jujur, dan cakap, 
bertanggung jawab dan professional. 
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. 
5. Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan 
keamanan dokumen. 
Strategi yang ditempuh SAMSAT Kota Makassar dalam upaya mencapai visi dan 
misi di atas adalah: 
a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  
1. Menyederhanakan sistem dan Prosedur pelayanan. 
2. Memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan dan kepastian. 
3. Menerapkan pelayanan prima. 
b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
1. Mengintesifikan penerimaan dan melaksanakan pungutan secara efektif 
dan efisien. 
2. Meningkatkan tertib administrasi, tertib pungutan pelaporan. 
3. Menyosialisasikan setiap proses dan produk kebijakan pungutan. 
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4. Meningkatkan kordinator dengan instansi terkait. 
IV.1.4 Sarana dan Prasarana 
a. Sarana  
Sarana kegiatan yang dimiliki oleh SAMSAT Makassar sebagai penunjang 
proses pelayanan prima kepada wajib pajak termasuk perbaikan, pemeliharaan 
kebersihan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas ditunjang dengan 
tersedianya gedung yang telah dilengkapi dengan ruang tunggu wajib pajak, 
loket/ruang pelayanan, ruang pertemuan, loket/ruang informasi, ruang pengaduan 
untuk menampung dan menyelesaikan keluhan wajib pajak, ruang pengendali 
komputer, ruang kordinator dan pejabat unit SAMSAT,area cek fisik kendaraan 
bermotor, koperasi dan fotocopy, kamar kecil/loket, kantin, mushallah, ruang 
merokok, dan halaman parkir yang luas baik di depan maupun di bagian samping 
dan belakang SAMSAT Makassar. 
b. Prasarana  
Dalam rangka meningkatkan pelayanan wajib pajak, aspek kecukupan dan 
kewajaran penyediaan prasarana pada dasarnya telah sangat memenuhi standar. 
Untuk menjamin penyelenggaraan proses pelayanan kepada wajib pajak. 
Ruangan ini cukup memadai dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak baik 
yang akan melakukan pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ dengan 
tersedianya fasilitas yang dilengkapi dengan AC, tempat duduk, pesawat TV, dan 
WC yang terjaga kebersihannya. 
 Ruang tunggu wajib pajak ini dilengkapi dengan layar monitor yang 
digunakan untuk menampilkan nomor urut, nomor kasir antrian, status proses 
pendaftaran serta dilengkapi sistem suara sebagai pemanggil nomor urut antrian. 
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Hal ini mendukung tertibnya pelayanan pendaftaran dalam menggunakan metode 
FIFO (First in First Out) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan 
transaksi wajib pajak, sehingga tercipta aktivitas kerja yang efisien, aktif dan 
produktif. 
 SAMSAT Makassar menyediakan papan informasi yang berisikan denah 
kantor, mekanisme dan prosedur pengurusan, nama pejabat unit SAMSAT 
Makassar. Besarnya biaya pengurusan dan informasi lainnya. Adapun tersedianya 
pusat informasi yang dapat memberikan informasi pada wajib pajak mengenai 
kendaraan-kendaraan yang diblokir, besarnya PKB/BBNKB, kendaraan blokir 
ranmor, dan kendaraan-kendaraan hilang. 
IV.1.5 Susunan dan Struktur Organisasi SAMSAT Kota Makassar 
 Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan 
hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi. 
Dengan adanya struktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan. Selain itu, 
struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda antara satu 
bagian dengan bagian yang lainnya. Susunan organisasi SAMSAT Kota Makassar 
adalah: 
a. Kepala UPTD SAMSAT Kota Makassar. 
b. Kasubang Tata Usaha. 
c. Kasi pendapatan dan penetapan. 
d. Adpel wilayah Makassar. 
e. Adpel Pemd. Wilayah Makassar. 
f. Kasi. Penagihan dan Penatapan. 
Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan bagian-
bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi 
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menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi 
atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan 
kewenangan dan tata hubungan laporan. Struktur organisasi SAMSAT Kota 
Makassar adalah sebagai berikut: 
Gambar 4. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Makassar 
STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD SAMSAT KOTA MAKASSAR 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : SAMSAT Kota Makassar , 2015  
IV.1.6 Uraian Tugas dalam Organisasi SAMSAT Kota Makassar 
 Uraian tugas dalam organisasi SAMSAT Kota Makassar adalah sebagai 
berikut: 
a. Kepala UPTD 
Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang 
menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Dalam 
KA. UPTD 
SUB BAGIAN TATA 
USAHA 
SEKSI PENDAPATAN DAN 
PENETAPAN 
SEKSI PENAGIAN & 
PENERIMAAN  
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melaksanakan tugas pokoknya, kepala UPTD mempunyai 6 fungs, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan.  
2. Pengelolaan urusan umumdan administrasi kepegawaian.  
3. Pengelolaan pendapatan. 
4. Pengordinasian dan penyusunan program serta pengolaan dan penyajian 
data. 
5. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana. 
6. Pelaksanaan tugas kedinasaan lain sesuai dengan bidang usahanya. 
b. Kepala Sub Bagian tata usaha  
Melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, 
monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada Dinas 
Pendapatan Daerah serta penyusunan laporan. Kepala Sub bagian tata usaha 
mempunyai fungsi sebagai berikut. 
1. Menyusun rencana kegiatan tatausaha dan mendistribusikan serta 
mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan. 
2. Melaksanakan urusan administrasi kepagawaian, organisasi dan 
tatalaksana. 
3. Melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga. 
4. Melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD. 
5. Melaksanakan penatausahan keuangan. 
6. Melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran. 
c. Kepala seksi pendataan dan penetapan 
Melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendataan dan penetapan 
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Dan dalam pelaksanaan 
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tugas pokok tersebut, kepala seksi pendataan dan penetapan mempunyai 
beberapa fungsi, yaitu: 
1. Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi. 
2. Menyelenggarakan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak 
daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak 
memenuhi kewajiban tepat waktu. 
3. Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya. 
d. Seksi penagihan dan penerimaan  
Melaksanakan sebagian tugas UPTD didalam bidang penagihan dan penerimaan. 
Yang dimaksud dalam tugas pokok seksi penagihan dan penerimaan sebagai 
berikut. 
1. Melaksanakan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah 
dan pendapatan lainnya. 
2. Menyiapkan surat penagihan dan surat tegur terhadap wajib pajak yang 
tidak memenuhi kewajiban tepat waktu. 
3. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap 
bulannya. 
4. Melaksanakan tugas operasional pemeriksaan pelunasan pajak kendaraan 
bermotor (PKB) dan Beabalik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) dijalan 
raya bekerja sama dengan instansi terkait. 
SAMSAT Kota Makassar sebagai suatu organisasi merupakan suatu 
kesatuan kerja yang dikordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan relatif 
jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan. 
Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu 
kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokkan orang-orang 
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tersebut di dasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, 
hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab, dan otoritas tertentu. 
Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki, karena itu 
menyusun suatu struktur sering didefinisikan dengan membuat desain organisasi 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.   
IV.1.7 Kepegawaian UPTD SAMSAT Kota Makassar  
 Adapun jumlah pegawai yang menjadi sumber daya dalam UPTD SAMSAT 
Kota Makassar menurut golongan tahun 2015. Dapat kita lihat dari tabel berikut 
ini: 
Tabel 2 
Data Kepegawaian UPTD SAMSAT Kota Makassar 
No Golongan Jumlah (Orang) 
Golongan IV  
1 Golongan IV/c - 
2 Golongan IV/b 1 
3 Golongan IV/a - 
Golongan III  
1 Golongan III/d 8 
2 Golongan III/c 12 
3 Golongan III/b 8 
4 Golongan III/a 2 
Golongan II  
1 Golongan II/d - 
2 Golongan II/c 1 
3 Golongan II/b 1 
4 Golongan II/a 3 
Golongan I  
1 Golongan I/d - 
2 Golongan I/c - 
3 Golongan I/b - 
4 Golongan I/a - 
Jumlah 36 
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IV.2 Hasil Penelitian 
IV.2.1 Inovasi Konseptual   
 Inovasi konseptual adalah memperkenalkan misi baru, pandangan, tujuan, 
dan strategi. Sebagaimana kita ketahui penelitian ini memberikan fokus pada 
konsep inovasi yang dilihat pada sebuah sistem pelayanan. Dengan kata lain 
bahwa perumusan sebuah konsep, ide, dan gagasan menjadi sebuah dasar dalam 
pelaksanaan sistem birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, inovasi konseptual 
dalam pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting diperhatikan dalam 
mengembangkan konsep pelayanan yang efektif dan efisien.  
Inovasi konseptual merupakan salah satu bentuk dimensi inovasi dalam 
merumuskan sebuah gagasan, pandangan, misi, tujuan, maupun strategi baru. 
Inovasi dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor yang 
berorientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Untuk melahirkan 
inovasi pelayanan yang efektif dan efisien maka diperlukan konsep yang 
komprehensif dan konvensional. Dengan melihat perkembangan zaman yang 
semakin maju tentunya menjadi tuntutan bagi pemerintah dalam mengembangkan 
pelayanan pajak kendaraan bermotor.  
Beberapa inovasi konseptual diantaranya adalah lahirnya strategi-strategi 
baru yang dibungkus dalam beberapa kebijakan baru dalam pelayanan publik. 
Inovasi konseptual yang dimaksud dalam hal ini dalam bentuk kebijakan seperti 
pelayanan pajak kendaraan bermotor yang berbasis elektronik, gerai samsat, dan 
layanan delivery oleh Samsat Kota Makassar. Sehingga dengan demikian 
diharapkan dengan lahirnya konsep baru dalam pelayanan pajak tersebut semakin 
memudahkan bagi para pelanggan. 
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Seperti disebutkan sebelumnya bahwa terdapat beberapa inovasi 
konseptual yang telah dirumuskan oleh pihak Samsat Kota Makassar adalah 
pelayanan pajak kendaraan berbasis elektronik. Berdasarkan hasil penelitian 
penulis diperoleh beberapa strategi-strategi dalam menjalankan pelayanan yang 
berbasis elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-payment. Strategi yang 
dimaksud adalah pembayaran pajak melalui media internet. Hal tersebut 
merupakan salah satu bukti tanggunggjawab pemerintah dalam meningkatkan dan 
mengembangkan kualitas pelayanan di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut 
tentunya mengalami hambatan dalam implementasinya sehingga e-payment ini 
terkesan tidak optimal. Hasil penuturan Bapak HS Kepala UPTD Kantor SAMSAT 
Kota Makassar menyebutkan sebagai berikut. 
“E-peyment itu dikeluarkan sejak dibulan Maret 2015 itu berlaku secara 
nasional hanya saja mengimplementasikannya dilapangan itu tergantung 
pada kepala daerah masing-masing, khususnya kadang kendalanya dari 
sisi keuangan.”  
(wawancara pada tanggal, 31 Juli 2015) 
Seperti disebutkan diatas bahwa e-payment untuk pertama kali dijalankan 
di Kota Makassar pada bulan Maret tahun 2015. Dengan kata lain bahwa program 
ini masih seumur jagung karena baru berjalan beberapa bulan. Oleh sebab itu, 
kendala yang paling besar dalam menjalankannya dibenturkan dengan anggaran. 
Menurut Ibu AM selaku KASUBAG. Tata Usaha UPTD Kantor SAMSAT minimnya 
anggaran menjadi salah satu faktor penting yang menghambat terlaksananya e-
payment. Selain itu beliau juga menambahkan bahwa kondisi keuangan daerah 
dan kondisi wilayah yang berbeda menyebabkan kemampuan sebuah daerah 
yang berbeda-beda pula dalam mengimplementasikan e-payment.  
Lebih lanjut lagi ditambahkan oleh ibu AM KASUBAG. Tata Usaha 
mengatakan bahwa tingkat pemahaman karakter masyarakat terhadap program 
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tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pihak Samsat dalam 
merealisasikannya. Berikut pernyataan beliau dalam wawancara penulis. 
“Kenapa daerah itu tidak bersamaan, sulawesi-selatan pada saat itu belum, 
Bali sudah, Jawa sudah, Papua belum, Sulawesi Barat belum, kenapa bisa 
karena kondisi keuangan daerah masing-masing terus situasi dan kondisi 
wilayah yang membuat itu, dan pemahaman karakter masyarakatnya 
terhadap E-payment itu seperti apa, itu yang menjadi kendala.” 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
 Pemahaman penulis dari wawancara diatas adalah karena masih 
kurangnya kesiapan masyarakat dan pemerintah masing-masing dalam menerima 
dan menjalankan inovasi-inovasi baru seperti E-payment dikarenekan ada 
beberapa faktor penghambat sebagai tugas besar pemerintah setempat dalam 
menjalankan program ini yaitu kondisi keuangan dan wilayahnya yang berbeda-
beda serta masyarakat belum siap dalam menghadapi program baru tersebut (E-
payment) 
Selanjutnya Bapak ST sebagai KASI pendataan dan penetapan  
menambahkan pernyataannya berikut ini. 
“Sejak bulan 3 dimulainya E-payment di Sulawesi-Selatan tapi sebelumnya 
itu kita sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu di tahun 2014 bulan 9 
kita sudah melakukan sosialisasi bahwa akan ada bentuk pelayanan yang 
baru, yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah khususnya di 
SAMSAT yang ada di Sulawesi-Selatan bentuknya seperti apa E-payment 
itu, hanya saja disini E-paymentnya belum maksimal karena masih manual 
belum pakai kartu masih pakai kasir langsung.” 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
Dari hasil pengamatan penulis dapat memberikan asumsi tentang adanya 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan e-payment oleh pihak 
Dispenda dalam hal ini adalah UPTD SAMSAT Kota Makassar. Meskipun 
demikian disadari bahwa salah satu kekurangan dalam menjalankan program 
tersebut adalah proses pembayaran yang masih klasik melalui kasir secara 
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langsung, bukan dalam bentuk kartu seperti yang digunakan pada negara-negara 
maju didunia.  
Lebih lanjut kepala UPTD Bapak HS mengatakan bahwa seharusnya e-
payment yang dimaksud adalah pembayarannya dapat dilakukan melalui via ATM 
atau melalui bank. Bank yang dimaksud adalah bank BPD sebagai mitra kerja 
Samsat dalam mengembangkan mekanisme pelayanannya. Akan tetapi, hal itu 
kemudian masih menyisakan sedikit masalah sebab bukti pembayaran (resi) yang 
masih harus dibawa ke Kantor Samsat untuk memperoleh pengesahan STNK. 
Jadi dengan demikian masih mengurangi nilai efesiensi pelayanan pajak 
kendaraan yang dimaksud. Berikut adalah pernyataan beliau : 
“E-payment yang kita maksud disini belum bisa bayar pakai kartu kredit tapi 
bisa pakai ATM. Langsung saja ke bank bayar langsung, contoh kecil kita 
langsung saja bayar di bank bpd yang repotnya itu resinya dibawa lagi ke 
SAMSAT untuk pengesahan STNK itu, itu yang bikin repot sehingga masih 
ribet belum maksimal, maunya saya itu kaya di Singapore 1 kartu itu bisa 
merangkap untuk semua kartu.” 
Pemahaman penulis dari wawancara diatas adalah masih kurang efektifnya 
mekanisme pembayaran pajak dikarenakan untuk mengesahkan resi pembayaran 
yang telah dilakukan dimitra kerja (bank BPD) harus di bawah lagi di kantor 
SAMSAT Makassar, adapun salah satu contoh solusi yang diharapkan oleh kepala 
UPTD iyalah seperti yang diterapkan di singapore yang menyediakan satu kartu 
untuk semua tagihan pembayaran pajak. 
Selanjutnya Bapak HS menambahkan berikut : 
“Jadi itu untuk peran SAMSAT sendiri paling sebatas memberikan 
pemahaman saja paling sebatas memberikan sosialisasi, bahwa kamu bisa 
bayar tidak harus ke kantor lagi kamu harus bayar melalui ini, bahkan suatu 
hari nanti mungkin di tahun 2016 kau bayar pakai kartu aja boeh kartu kredit 
aja tanpa uang tunai.”  
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
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Pemahaman penulis dari wawancara diatas adalah bagaimana peran 
SAMSAT yang hanya sebatas memberi pemahaman kepada masyarakat 
tentang pembayaran pajak tidak mesti ke kantor cukup ke bank BPD. 
“Saya punya mimpi bentuk pembayaran pajak itu melalui kartu kreditpun 
bisa, yang kedua pelayanan kami tidak lebih dari 7 buku 5 monitor malah, 
yang ketiga saya selalu katakan kalau orang datang kesini senyum, kalau 
pulang harus senyum karena kenapa dia datang kesini bukan apa-apa dia 
datang kesini karena bawa uang, dengan artian bawa uang untuk 
membayar kendaraan motornya.” 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
Pemahaman penulis dari wawancara diatas adalah kepala UPTD punya 
rencana untuk memudahkan bahwa pembayaran pajak kendaraan 
bermotor bisa menggunakan kartu kredit dengan kata lain cara ini sangat 
efektif dan efisien sehingga pelanggan tidak perlu lagi ke kantor untuk 
mengantri dan membuang waktu. 
Berikut adalah penjelasan Kepala Bagian Administrasi Bapak Kmd 
“Gerai SAMSAT ada delivery, delivery sini mengantisipasi 2 kacamatan, 
kacamatan mamajang dan kacamatan maresuki itu yang bisa di delivery, 
deliverynya stay di SAMSAT pusat dengan 1 unit, mereka bisa mengurus 
dirumah hanya dengan di telepon, petugas yang uruskan.” 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
Dari hasil penjajakan penulis seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa 
inovasi konseptual lainnya yang dicetuskan oleh UPTD Kantor SAMSAT Kota 
Makassar, yakni Gerai SAMSAT yang berada pada tiap Kantor Kecamatan di Kota 
Makassar. Dengan adanya gerai tersebut cukup memberikan kemudahan bagi 
pelanggan yang tinggal berada jauh dari lokasi Kantor SAMSAT Kota Makassar. 
Selain itu, terdapat pula layanan delivery bagi masyarakat yang tidak ingin 
mendatangi kantor Samsat untuk melakukan pembayaran langsung. Layanan ini 
menjadi satu model pelayanan yang praktis bisa dilaksanakan dalam rumah hanya 
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dengan melakukan kontak kepada kantor Samsat maka petugas yang akan 
mendatangi pelanggan. 
IV.2.2 Inovasi Delivery 
Secara sederhana sebuah konsep inovasi yang lahir dari gagasan-
gagasan baru harus memiliki media layanan dalam memperkenalkan produk yang 
ditawarkan. Seperti halnya dalam pelayanan publik yang menjadi fokus 
penyelenggaraan negara, adanya inovasi layanan menjadi alat/media dalam 
memperkenalkan berbagai strategi dan kebijakan yang baru. Kebijakan pelayanan 
yang berbeda dikemas dalam konsep inovasi layanan, dalam hal ini pelayanan 
pajak kendaraan di Kantor SAMSAT Kota Makassar. Munculnya beberapa 
program baru yang lebih memudahkan para pelanggan dalam melakukan 
pembayaran merupakan salah satu bukti inovasi yang lebih berkembang.  
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa E-payment dan Gerai SAMSAT 
adalah program baru yang sementara dijalankan oleh pihak Dispenda. Tentunya 
dalam mengimplementasi program tersebut diperlukan sebuah cara atau metode 
dalam penyampaian informasi yang efektif, agar masyarakat sebagai pelanggan 
dapat mengerti dan paham mekanisme dan sistem pembayaran pajak model baru 
tersebut. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala UPTD Kantor SAMSAT 
Kota Makassar Bapak HS : 
“melalui media elektronik maupun media cetak di samping itu kita 
melakukan sosialisasi mengundang wajib pajak di hotel di tempat-tempat 
dimana kita bisa ngumpul 100 orang kita sosialisasi disini seperti itu, kalau 
door to door agak susah tuk kita kumpulin karena kan hampir semua 
kecematan ada Gerai SAMSAT jadi saya nda terlalu repot lagi gitu.” 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
Dari hasil pemaparan kepala Kantor SAMSAT diatas dapat diketahui 
bahwa penyampaian informasi tentang program E-payment dilakukan secara 
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langsung dalam bentuk sosialisasi maupun secara tidak langsung melalui media 
elektronik dan media cetak. Selain itu ditambahkan pula bahwa dengan adanya 
Gerai SAMSAT pada tiap kecamatan di kota Makassar semakin memudahkan bagi 
masyarakat dalam melakukan proses pembayaran pajak kendaraanya. Lebih 
lanjut beliau menjelaskan bahwa perbedaan pelayanan antara di Kantor Samsat 
dan Gerai SAMSAT hampir tidak ada perbedaan. Menurutnya kemampuan 
pelayanan di kantor pusat bisa melayani 10 item sementara pada Gerai SAMSAT 
hanya mampu melayani 2-3 item. Selain itu, pembayaran pajak kendaraan yang 
berasal dari luar Kota Makassar juga dapat dilakukan pada Gerai Samsat tersebut. 
Adapun denda bulanan juga dapat dibayar melalu gerai di kantor kecamatan, 
sedangkan untuk denda tahunan hanya dapat dibayar melalui kantor pusat. 
Berikut penuturan Bapak MM KASI Penagihan dan Penerimaan: 
“Hampir tidak ada perbedaan, perbedaannya dari segi pelayanan saja 
kalau kalau di SAMSAT pusat bisa melayani 10 item Gray SAMSAT paling 
2 item atau 3 item, contoh kita membayar perpanjangan STNK di 
kecematan mana saja bisa, yang kedua biarpun dia beralamatkan di luar 
daerah misalnya motor beralamat sidrap bayar saja disitu di kecematan 
mamajang dengan sistem online kalau untuk perpanjangannya saja kan, 
kalau denda bulanan bayar saja di kecematan tapi kalau denda tahunan 
tidak dilayanimi kalau stempel bisa langsung disana juga sudah clear kalau 
di kecamatan.” 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
Sementara Adpel SAMSAT Pembantu Bapak RE juga memberikan 
tanggapannya mengenai hambatan/kendala sosialisasi program yang selama ini 
dilakukan oleh pihaknya. Menurutnya belum ada kendala besar dari pihak 
SAMSAT dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi, dari sisi 
masyarakat sendiri yang mengalami hambatan sebab pemahaman-pemahaman 
klasik yang masih banyak diyakini oleh masyarakat. Sehingga hal tersebut 
mempengaruhi daya tanggap dan kemampuan menerima pengetahuan baru oleh 
masyarakat. Berikut adalah penyataan lengkap beliau : 
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“Kalau untuk sosialisasinya sih hampir tidak ada kendala hanya saja kalau 
kita memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak ndak bisa terlalu teknis 
begitu secara gambaran umum saja terus pemahaman-pemahaman klasik 
karena tingkat pemikiran orang berbeda-beda, kecuali kalau kita undang 
mahasiswa itu enak karena mahasiswa lebih bisa cepat mengerti dari pada 
masyarakat, jadi hampir tidak ada kendala kalau untuk sosialisasi.“ 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
Berdasarkan observasi dan penelusuran penulis dalam melakukan 
penelitian diperoleh data bahwa proses dan prosedur pembayaran pajak 
kendaraan secara elektronik (e-payment) dilakukan melalui Bank BPD (Bank 
Pembangunan Daerah) atau lebih dikenal dengan Bank Sulselbar. Adapun 
persyaratan yang harus dipenuhi hanya sebatas menyiapkan Surat Tanda Nomor 
Kendaraan beserta Kartu Tanda Penduduk. Kecuali pelanggan yang pembayaran 
pajaknya telah menunggak selama 5 tahun harus melakukan pembayaran di 
kantor pusat karena plat kendaraan mengalami pergantian. Ini adalah kutipan 
pernyataan Bapak Kmd yang ditemui dalam wawancara dengan penulis :  
“Perlihatkan saja STNK sama KTP, kalau surat lain tidak ada karena di 
Bank bpd tidak melayani disana lapor tiba, lapor visikal yang memerlukan 
persyaratan yang lebih banyak tidak melayani ganti plat, misalkan matimi 
STNK 5 tahunmi tidak bisami di bayar di Bank harus ke SAMSAT pusat 
karena harus karena harus ganti plat, yang di Bank hanya khusus 
perpanjangan.” 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
Kemudian lebih lanjut belia menambahkan :  
“Semua kegiatan yang dibuat pasti ada SOPnya, ya sesuatu yang baru itu 
ya hasilnya pun belum maksimal, ya masih jauh dengan apa yang 
diinginkan tapi minimal sudah ada sesuatu yang bisa menolong 
masyarakat untuk bisa bisa lebih cepat lagi dibayar biar resinya yang 
dipegang biar 1 atau 2 minggu barupi di stempel tidak akan di dendami 
juga adapi kesempatan ta singgah di SAMSAT di stempelmi juga, nda ada 
kendala yang dianggap yang harus dicarikan solusi.” 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
 Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pembayaran pajak 
secara elektronik melalui bank hanya untuk kategori perpanjangan. Dengan kata 
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lain hahwa untuk melakukan penggantian plat kendaraan harus tetap ke kantor 
Samsat secara langsung. Adapun Standar Operasional Prosedural (SOP) yang 
dijalankan masih sangat jauh dari harapan, sebab masih banyak kekurangan dan 
kelemahan diberbagai sisi dalam pelaksanaan e-payment. Salah satu kelemahan 
yang dimaksud adalah pembayaran melalui bank juga harus mendapat stempel 
dari kantor pusat. Resi yang berasal dari bank harus dibawa kembali ke Kantor 
Samsat Kota Makassar untuk mendapatkan legalisir bukti pembayaran yang sah. 
Sehingga menurut penulis ini mengurangi nilai efisiensi yang telah dijelaskan 
sebelumnya. 
Selain itu, perkembangan program e-payment tergantung animo 
masyarakat yang melakukan pembayaran berdasarkan tingkat kerepotan berkas 
yang disiapkan. Menurut Bapak HS sebagai penanggungjawab utama UPTD 
kantor pelayanan satu atap itu, menjelaskan bahwa kendala paling utama yang 
dihadapi dalam menjalankan program tersebut adalah mengubah pemahaman 
masyarakat yang masih klasik. Karena cara berpikir masyarakat sangat 
dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat pengetahuan mereka terhadap sesuatu 
hal. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh latarbelakang pendidikan yang berbeda-
beda.  
IV.2.3 Inovasi Interaksi Sistem 
Keberhasilan sebuah program sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem 
interaksi yang ada didalamnya, antara tiap unit dan stakeholder dalam organisasi. 
Koordinasi dan komunikasi menjadi hal yang paling penting dalam 
penyelenggaraan pelayanan, agar kepuasan pelanggan dapat dicapai. 
Sebagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap pembayaran pajak kendaraan 
dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui UPTD Kantor Samsat 
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Kota Makassar. Bergulirnya program pembayaran elektronik (e-payment) tentunya 
didukung oleh sistem interaksi dan korelasi antara pihak Dispenda, Kepolisian, dan 
juga Jasa Raharja.  
Sistem interaksi yang dibangun dalam satu sebagai bentuk kemudahan 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap orang yang yang ingin 
membayar pajak dapat melalui Bank Sulselbar kemudian akan distempel oleh 
pihak Kepolisian. Setelah itu, akan membayar iuran asuransi kepada pihak Jasa 
Raharja. Sistem kerja yang cukup sederhana sehingga tidak menyulitkan para 
pelanggan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari kepala UPTD berikut ini :   
“Setiap saat, begitu orang bayar langsung masuk uangnya di Bank bpd di 
stempel di kepolisian dan dia membayar jasaraharja clear, ada si AKPOL 
(kepala administrasi) pak karimuddin, untuk berinteraksi dengan mitra kerja 
hampir tidak ada hambatan karena mereka sudah tau mekanismenya 
seperti apa, tugas pokoknya seperti apa tufoksinya dia sudah paham.” 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
Selanjutnya beliau menambahkan : 
“Setiap bulan kita melakukan rapat kordinasi paling tidak 1 kali, yang 
biasanya kita lakukan cofemorning itu 2 kali setiap bulan, melakukan 
pertemuan antara polisi dan jasaraharja unsur pimpinan.” 
(wawancara pada tanggal 31 Juli 2015) 
Dari hasil penuturan Kepala UPTD diatas dapat ditarik asumsi bahwa 
sistem interaksi yang ada dalam Kantor Samsat Kota Makassar berjalan cukup 
baik. Hal tersebut dapat dijaga melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap 
bulan ditambah rapat pimpinan yang diadakan sebanyak dua kali sebulan antara 
pihak Dispenda, Kepolisian, dan juga Jasa Raharja. Sehingga kendala-kendala 
yang dihadapi secara menyeluruh dapat diselesaikan bersama-sama. 
Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya 
pajak daerah dimana setiap perwakilan saling bekerjasama. Adapun  bentuk 
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kerjasama antara samsat dengan BPD terlihat saat wajib pajak kendaraan 
melakukan  pembayaran dimana wajib pajak diarahkan ke bank BPD untuk 
membayar yang kemudian pihak bank BPD memberikan resi/bukti pembayaran 
yang selanjutnya wajib pajak di arahkan ke samsat untuk pengesahan resi/bukti 
pembayaran yang di dapat dari bank BPD.  
IV.3 Pembahasan 
Dari hasil penelitian seperti telah dijelaskan diatas kemudian dianalisis 
dengan menggunakan kerangka teori yang menjadi dasar atau landasan 
penelitian. Adapun pembahasan kerangka teori yang dimaksud adalah sebagai 
berikut. 
IV.3.1 Inovasi Konseptual 
Konsep merupakan kerangka utama dalam menjalankan sebuah program 
dan kegiatan dalam konsep manajemen organisasi. Lahirnya sebuah konsep baru 
sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan publik dalam hal ini pelayanan pajak 
kendaraan bermotor. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam 
penelitian ini menggunakan variabel konseptual sebagai salah satu alat ukur 
tingkat inovasi pelayanan. Perumusan konsep yang dimaksud bertujuan untuk 
menciptkan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan dan mengembangkan 
kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini peningkatan kualitas pelayanan pajak 
kendaraan bermotor pada Kantor UPTD Kantor Samsat Kota Makassar. 
Secara garis besar varibel konseptual ini sudah terpenuhi dalam hasil 
penelitian dengan pembuktian adanya berbagai konsep inovasi yang dikemas 
dalam bentuk kebijakan-kebijakan, seperti Elektronic Payment. Meskipun dalam 
pelaksanaannya masih dihadapkan pada beberapa masalah yang menghambat 
sehingga dapat dikatakan masih belum optimal. Selain itu, terdapat kebijakan lain 
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yang dirumuskan oleh pihak Samsat dalam mempermudah pelanggan dalam 
melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan. Kebijakan tersebut kemudian 
dijabarkan dalam program Samsat Keliling dan Gerai Samsat.  
Samsat keliling merupakan pelayanan pajak kendaraan melalui petugas 
yang ditugaskan keliling dikecamatan-kacamatan tertentu dengan menggunakan 
mobil yang langsung terkoneksi online dengan kantor pusat. Sementara itu, gerai 
samsat merupakan pelayanan pajak kendaraan dalam bentuk perwakilan samsat 
yang berada ditiap kantor kecamatan di Kota Makassar. Sehingga dengan 
demikian masyarakat yang menjadi pelanggan dapat menjangkau dengan mudah 
dalam membayar pajak kendaraan di kantor kecamatan. Akan tetapi, pelayanan 
melalui gerai samsat tersebut hanya dapat melayani beberapa orang saja 
melainkan memiliki batas pelayanan tertentu. 
IV.3.2 Inovasi delivery 
Inovasi layanan merupakan tahapan lanjutan dalam menyebar luaskan 
kebijakan dan program yang telah ditetapkan pada sebuah organisasi publik. 
Penyampaian informasi dimaksudkan agar masyarakat sebagai konsumer dalam 
program dapat mengetahui informasi baru serta tahapan mengenai kebijakan baru 
yang telah dirumuskan. Tanpa adanya penyampaian informasi ini kebijakan yang 
telah dirumuskan tidak akan mencapai sasaran, bahkan tidak akan berjalan 
optimal. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan penyampaian informasi baik secara 
langsung melalui sosialisasi maupun secara tidak langsung melalui media cetak 
dan media elektronik. 
Terkait dengan penelitian ini cara atau metode dalam penyampain 
informasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian 
secara langsung dalam bentuk sosialisasi dengan mengundang masyarakat 
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sebagai pelanggan. Kemudian penyampaian informasi secara tidak langsung 
dilakukan melaui media cetak (surat kabar dan lain-lain). Meskipun demikian 
program Elektronic Payment yang menjadi model pelayanan baru masih belum 
maksimal dijalankan sebab paradigma masyarakat yang masih konvensional 
dalam menanggapi sesuatu hal yang baru. Selain itu, keterbatasan anggaran 
menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan konsep pelayanan 
yang berbasis elektronik tersebut.  
IV.3.4 Inovasi Interaksi Sistem 
Sistem informasi menjadi salah satu bagian yang fundamental dalam 
menjalankan sebuah program. Oleh sebab itu, perlu dibangun sebuah pola atau 
model komunikasi dan koordinasi kepada pihak yang terkait agar pencapaian 
tujuan organisasi dapat terpenuhi. Dalam hal ini sistem informasi yang dirancang 
oleh Kantor UPTD Samsat Kota Makassar melalui kerja sama antara pihak 
Kepolisian, Jasa Raharja, dan juga Bank Sulselbar. Kerja sama yang dimaksud 
untuk menciptakan sebuah kesepakatan bersama dalam menjankan model 
pembayaran pajak melalui media internet. Sehingga semua pihak tersebut dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 
Seperti telah dijelaskan pada bagian hasil penelitian ini bahwa istem 
interaksi yang dibangun dalam satu sebagai bentuk kemudahan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap orang yang yang ingin 
membayar pajak dapat melalui Bank Sulselbar kemudian akan distempel oleh 
pihak Kepolisian. Setelah itu, akan membayar iuran asuransi kepada pihak Jasa 
Raharja. Secara umum sistem yang dibangun cukup sederhana dan mudah 
dipahami oleh masyarakat. Selain itu pola koordinasi yang dibangun juga cukup 
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baik dengan melakukan rapat koordinasi setiap bulan oleh pihak Samsat guna 
mengevaluasi kekurangan dan merumuskan pemecahan masalahnya. 
Sementara implementasi dari kebijakan dalam bentuk program yang 
berjalan secara teratur, terencana, dan sistematis. Oleh karena itu, proses menjadi 
sangat penting dalam konsep pelayanan publik sebab hal itu menentukan tingkat 
keefektifan suatu kebijakan. Hasil pelaksanaannya cukup baik meskipun masih 
sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini ditandai oleh sistem pembayaran yang 
dapat dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Sulselbar, sehingga tidak usah 
lagi jauh-jauh datang ke Kantor Samsat Pusat. Akan tetapi, pembayaran dibank 
belum sepenuhnya selesai sebab resi pembayaran harus dibawa ke Kantor 
Samsat pusat untuk memperoleh stempel legalisir sebagai tanda bukti 
pengesahan dari pihak Samsat sebagai penanggungjawab pengelolaan pajak 
kendaraan. Dengan demikian, menurut penulis proses pelayanan elektornic 
payment ini masih berbelit-belit sehingga mengurangi nilai efisiensi dalam 
pelayanan publik. 
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BAB V 
PENUTUP 
V.1  Kesimpulan 
Hasil penelitan penulis menunjukkan bahwa e-payment merupakan 
program baru yang dicanangkan oleh Dispenda Kota Makassar melalui UPTD 
Kantor Samsat.  E-payment menjadi model dari inovasi pelayanan pembayaran 
pajak kendaraan yang berbasis online dan bekerja sama oleh Bank BPD 
Sulselbar. Data menunjukkan bahwa program tersebut baru berjalan selama 
beberapa bulan, sehingga dengan demikian masih banyak kendala yang dihadapi 
oleh pihak Samsat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya 
anggaran yang digunakan dalam mengimplementasikan program tersebut. Selain 
itu, paradigma masyarakat yang masih bersifat tradisional dalam menyikapi e-
payment menjadi tantangan tersendiri dalam mengubah pandangan masyarakat 
menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga menunjukkan terdapat 
kelemahan dari e-payment sebagai sebuah inovasi pelayanan Kantor Samsat. 
Kelemahan yang dimaksud adalah nilai efisiensi yang seharusnya menjadi prinsip 
utama penyelenggaraannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program tersebut 
prinsip efisiensi belum dapat dicapai secara optimal karena pelanggan yan g telah 
melakukan pembayaran melalui Bank BPD masih harus ke kantor pusat Samsat 
untuk memperoleh stempel legalisir pada resi pembayaran tadi. Sehingga menurut 
penulis menganggap bahwa hal tersebut mengurangi nilai efisiensi sebab 
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seharusnya pembayaran pajak kendaraan cukup diselesaikan melaui satu tahap 
bukan dalam bentuk beberapa tahap. 
V.2  Saran 
Menilik masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan e-payment, maka 
penulis dapat memberikan saran kepada pihak yang terkait. Adapun saran yang 
dimaksud adalah sebagai berikut.  
1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya memberikan 
anggaran yang cukup untuk melaksanakan program e-payment sebab hal 
ini menjadi bukti inovasi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat 
melakukan pembayaran pajak kendaraan. 
2. Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTD Kantor Samsat Kota Makassar 
harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik 
secara langsung maupun melalui media sosial dan media cetak. 
3. Masyarakat sebagai pelanggan seharusnya mulai menyadari dan 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini 
dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga dengan demikian program 
e-payment yang berbasis online dapat dimaksimalkan secara menyeluruh. 
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